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ABSTRAK

Jatuhnya era pemerintahan orde baru merupakan masa dimana gerbang
kebebasan pers mulai terbuka lebar. Keran-keran informasi mulai mengucur deras
dan bahkan sulit untuk dikendalikan dalam era kebebasan pers saat ini. Dengan era
kebebasan pers, tidak ada lagi kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pers
layaknya era orde baru. Namun dengan berlindung di balik kebebasan pers, kini pers
dan sajiannya secara subjektif berkecenderungan untuk menumbuhkan benih-benih
disintegrasi di masyarakat. Maka dari itu perlu adanya Kode Etik Jurnalistik untuk
menjadi pedoman guna mewujudkan praktik-praktik jurnalisme di Indonesia yang
sehat, bebas dan bertanggung jawab.

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis penerapan Pasal 3 Kode
Etik Jurnalistik Dewan Pers di Harian Umum Republika dalam produk jurnalistiknya
dengan mengacu pada studi kasus pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta pada edisi
1-15 April 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis
isi deskriptif kualitatif dengan teknik filling system (sistem pengkategorian).
Dilakukan metode sampling acak sederhana untuk menentukan 8 dari 17 berita
dalam kurun edisi 1-15 April 2016 yang akan dianalisis per berita dan dibedah
dengan empat kategori dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yaitu menguji informasi
(dibagi menjadi dua sub kategori : verifikasi terhadap fakta dan uji silang pernyataan
narasumber), keberimbangan berita, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, serta
menghormati asas praduga tidak bersalah. Data hasil analisis akan disajikan per
kategori dalam bab pembahasan.

Hasil penelitian dari 8 berita yang berhasil dianalisis adalah terdapat 1 dari 8
berita melakukan pelanggaran verifikasi terhadap fakta, 3 dari 8 berita tidak
melakukan disiplin Klarifikasi pernyataan antar narasumber, 6 dari 8 berita tidak
berimbang, 5 dari 8 berita mencampuradukkan fakta & opini yang menghakimi, dan
2 dari 3 berita yang dapat dianalisis tidak menghormati asas praduga tidak bersalah.
Selain daripada kedua sub kategori menguji informasi (verifikasi fakta dan disiplin
klarifikasi terhadap fakta), jumlah pelanggaran lebih banyak dibandingkan dengan
jumlah berita yang telah menerapkan KEJ Pasal 3.

Kata kunci : Kebebasan Pers, Jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,
suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk
lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis
uraian yang tersedia.' Pers di Indonesia mulai tumbuh menggeliat sejak
bergulirnya kebebasan pers pada masa pemerintahan BJ Habibie selepas jatuhnya
kekuasaan orde baru. Kebebasan pers inilah yang kemudian melahirkan banyak
media-media baru sebagai corong-corong penyuara demokrasi. Media pers pun
terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahunnya.? Direktorat Pembinaan
Pers tahun 1999 mencatat, jumlah penerbitan media massa cetak di Indonesia
yang meliputi surat kabar, tabloid, majalah dan buletin mencapai 1.687.
Dibandingkan dengan tahun 1997 jumlah penerbitan yang ada hanya 289. Jumlah
tersebut pun terus meningkat dari tahun ke tahun.® Pada era kebebasan pers

hingga saat inilah digadang sebagai Pers yang bebas dan 'bertanggung jawab'.

1 UU No.40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 tentang Pers (t.t.).

2 Alex Sobur, Etika Pers : Profesionalisme Dengan Nurani, edisi | (Bandung: Hutama
Utama Press, 2001), him. xiii.

® Hak Cipta Mirajnews, “KODE ETIK JURNALISTIK ISLAMI”, Kantor Berita Islam
MINA (4 Maret 2015), http://www.mirajnews.com/id/kode-etik-jurnalistik-islami/67344, diakses 2
September 2016.



Pada masa orde baru, Pemerintah memberikan pengawasan yang sangat
ketat terhadap kerja pers. Namun hal ini menjadikan pers sangat berhati-hati
dalam penyampaian informasi kepada khalayak, karena memunculkan Kritik
terhadap Pemerintah bisa berakibat fatal (dari ancaman pembredelan hingga
penarikan ijin terbit) untuk media pengabar tersebut. Sebaliknya, ketika institusi
pengawas bersifat longgar (diidentikkan dengan kebebasan pers) maka
kecenderungan pers adalah menyampaikan sajian yang berani. Bahkan dengan
berlindung di balik kebebasan pers, sajiannya secara subjektif berkecenderungan
untuk menumbuhkan benih-benih disintegrasi di masyarakat.* Pers yang bebas
dan bertanggung jawab yang telah disebutkan di atas, memiliki arti bahwa awak
pers di tengah kebebasan yang telah Pemerintah berikan, harusnya tetap tetap
berpegang teguh pada fungsinya sebagai media massa. Hal ini untuk memenuhi
hak publik untuk memperoleh pendidikan, hiburan, serta informasi yang benar
dan layak.

Namun, dalam liku panjang penerapan pers yang bebas tersebut, tidaklah
mulus tanpa ada permasalahan yang muncul. Jurnalis dan sejarawan Amerika
Serikat, Paul Johnson, mengamati dan menyimpulkan adanya praktik-praktik
menyimpang yang dilakukan oleh awak pers dalam melaksanakan kebebasan pers
yang disebut dengan "Tujuh Dosa yang Mematikan" (seven deadly sins). Lebih
lanjut, Paul menjelaskan tujuh "dosa jurnalistik" yang mematikan tersebut
diantaranya adalah distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu, mengganggu

privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni pikiran anak, dan

* Samsul Wahidin, Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers ; Mengaca Perkara
Made Mangku Prastika vs Bali Post, edisi | (Pustidaka Pelajar, 2012), him. 106.



penyalahgunaan kekuasaan (abuse of the power).> Meski yang disampaikan Paul
adalah dalam konteks lingkungan pengamatan di Amerika, tujuh "dosa jurnalistik™
ini juga terindikasi banyak dilakukan oleh media-media di Indonesia.

Kemudian di Indonesia, untuk memagari awak pers dari 'dosa-dosa
jurnalistik' tersebut dibentuklah Kode Etik Jurnalistik (yang selanjutnya ditulis :
KEJ). Setidaknya ada tiga jenis KEJ yang dipedomani yakni KEJ berbasis
komunitas wartawan, KEJ yang dibuat oleh lembaga media, hingga KEJ berskala
nasional yang dibuat oleh Dewan Pers. KEJ pada jenis manapun, pada intinya
dijadikan pedoman untuk mewujudkan praktik-praktik jurnalisme di Indonesia
yang sehat, bebas dan bertanggung jawab.® KEJ sekaligus menjawab kebutuhan
wartawan yang memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman
operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta
profesionalisme.” Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan parameter pasal 3
dari KEJ berskala nasional yang dibuat oleh Dewan Pers.

Namun, KEJ dalam perjalanannya agaknya kehilangan ‘aji' nya di
kalangan pewarta media. Hal ini tidak berlebihan jika melihat realitas di lapangan.
Pelanggaran-pelanggaran terhadap KEJ begitu masif terjadi. Dr. Todung Mulya
Lubis, pengacara dan kolumnis, mengamati bahwa para reporter lebih

mengutamakan ego mereka sendiri dan kurang mementingkan akurasi dan

® “Jurnalisme Bebas dan Bertanggung Jawab”, Universitas Esa Unggul (2012),

http://www.esaunggul.ac.id/article/jurnalisme-bebas-dan-bertanggung-jawab/, diakses 30
November 2016.

® 1bid.

" Dewan Pers, Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I11/2006 Tentang Kode
Etik Jurnalistik (Dewan Pers, 2006).



keberimbangan, serta kemungkinan laporan mereka yang menyesatkan.® Faktor
keberimbangan yang menjadi salah satu poin dari KEJ pasal 3 ini, dinilai sangat
sulit ditegakkan. Sama halnya dengan menegakkan independensi. Lagi-lagi hal ini
tidak bisa dilepaskan dari politik media. Dimana ideologi dan siapa ‘pemilik
modal’ medianya akan mempengaruhi bagaimana suatu realitas akan disampaikan
pada khalayak luas. Mengkaburkan bahkan menghilangkan sama sekali salah satu
sisi dan menonjolkan sisi-sisi yang lain dipahami sebagai suatu budaya yang
lumrah, padahal hal ini bertolak belakang dengan prinsip keadilan atau
keberimbangan dalam pasal 3 KEJ.

Adapun bunyi dari KEJ pasal 3 adalah :

"Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitidakan secara

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta

menerapkan asas praduga tidak bersalah™®

Penulis mengamati, pasal 3 KEJ menjadi pasal yang paling banyak
dilanggar setelah masalah independensi. Pertama, terkait menguji informasi,
seringkali poin ini diabaikan oleh pewarta karena desakan deadline yang sangat
ketat. Kecepatan menyampaikan sebuah informasi ke meja redaksi membuat hal
ini diabaikan. Kedua, poin keberimbangan atau coverbothside. Poin ini juga
sering dilalaikan oleh para awak media. Lagi-lagi karena politik media yang
berimplikasi pada framing yang berkaitan erat dengan ideologi dari media massa

tersebut. Framing dalam sebuah berita jelas tidak bisa dihindarkan, namun berita

yang berimbang jelas dapat diusahakan.

8 Sobur, Etika Pers, him. xv.

° Dewan Pers, Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/111/2006 Tentang Kode
Etik Jurnalistik.



Ketiga, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Kerap kali
opini pribadi (selain opini interpretatif atas fakta) wartawan masuk dalam
beritanya. "Gadis 'Cantik’ ditemukan Tewas Setelah Diperkosa”, kata cantik
semacam ini merupakan sebuah opini pribadi. Keempat, asas praduga tidak
bersalah. media massa kerap menyebutkan seseorang berstatus 'tersangka’ dalam
sebuah kasus atau masalah hukum, padahal seseorang tersebut masih dalam status
saksi misalnya. Jadi media sering kali justru sering menghakimi seseorang tanpa
menunggu kepastian dari pihak yang berwenang. Salah satu contohnya adalah
pemanggilan Angelina Sondakh sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Namun
sebuah  media sudah menyebutkan Angelina Sondakh sebagai tersangka.
Kemudian, tidak berlebihan jika muncul sebuah ungkapan "Kok Wartawan lebih
serem dari Polisi?". *°

Kemudian peneliti memilih SKH Republika sebagai subjek penelitian.
SKH Republika, merupakan salah satu media cetak yang hingga saat ini cukup
eksis di kancah nasional. Surat kabar harian ini merupakan media yang terlahir
dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Terbit perdana pada 4 Januari
1993, menjadikan Republika menjadi sebuah media cetak yang mapan dan
matang sejauh ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diraihnya.
Salah satunya pada tahun 2005, SKH Republika mendapat penghargaan sebagai
Koran Terbaik dari Dewan Pers, yang menilai dari sisi penerapan kaidah

jurnalistik.

9Tim AJl Jakarta, Buku Pedoman Perilaku Jurnalis (AJI Jakarta, t.t.).



SKH Republika sebagai koran nasional komunitas muslim yang pernah
menyabet penghargaan tersebut di atas, harusnya mampu menjaga profesionalitas
dan integritasnya. Namun, pada studi pendahuluannya, peneliti menemukan
banyak pelanggaran yang justru dilakukan oleh SKH Republika, utamanya terkait
keberimbangan. Yakni hanya mencantumkan satu narasumber, hal ini jelas tidak
sesuai dengan prinsip seimbang.

Kemudian peneliti melihat beberapa kasus yang dapat berimplikasi pada
penerapan pasal 3 KEJ. Pada akhirnya Peneliti memilih kasus reklamasi teluk
Jakarta karena poin-poin yang diatur dalam pasal 3 KEJ ini menjadi sangat rawan
dalam berita yang kental bau politik dan hukum seperti reklamasi ini. karena
masalah politik memiliki hubungan yang erat dengan bidang-bidang lain seperti
ekonomi, sosial-budaya, hukum, dan sebagainya, menjadikan berita politik
menempati posisi yang sangat penting dalam surat kabar.'* Kasus reklamasi,
adalah kasus yang masih menjadi tema hangat dan sorotan tajam media massa
beberapa bulan terakhir ini. Perseteruan reklamasi yang berbau hukum nan politis
ini berhasil bertahan menjadi headline dan berita utama hingga berhari-hari pada
beberapa surat kabar nasional, tidak terkecuali Republika.

Dalam kasus reklamasi ini selain mencatut Ariesman Widjaja dan
Mohammad Sanusi, pun turut menyeret nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki
Tjahja Purnama (Ahok), sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Jakarta. Ahok
selama ini cukup eksis dalam pemberitaan nasional terkait kebijakan-

kebijakannya yang kerap kontroversi di masyarakat. Pada media-media Islam

1 Sedia Willing Barus, Jurnalistik; Pentunjuk Teknis Menulis Berita (Yogyakarta:
Erlangga, 2010), him. 42.



mainstream, terutama media online, Ahok hampir tidak pernah diberitidakan
secara positif. Dapat dibuktikan dengan menulis kata 'Ahok’ pada kotidak mesin
pencari (search engine) di website media Islam. Alhasil akan muncul sederetan
judul-judul berita yang mayoritas bahkan hampir seluruhnya bertendensi negatif.
Serta berita-berita yang dimuat sangat tidak berimbang dan bahkan berisi opini-
opini penghakiman. Ahok sebagai salah satu pemangku kebijakan terkait
Reklamasi barang tentu banyak menjadi sorotan media pula. Sehingga peneliti
ingin melihat apakah berita terkait reklamasi dan Ahok didalamnya ini dapat
diberitidakan secara berimbang.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana Republika
mampu menjaga profesionalitas dan integritasnya sebagai media Islam yang
beretika diitinjau dari penerapan KEJ pasal 3 dalam pemberitaan kasus Reklamasi

Teluk Jakarta?

B. Rumusan Masalah
Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 3 pada SKH
Republika dalam pemberitaan kasus reklamasi Teluk Jakarta edisi 1-15 April

2016 ?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui sudahkah SKH Republika menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 3

secara maksimal pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta edisi 1-15 April 2016.



D. Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi reflektor, yakni
untuk para insan media khususnya ataupun mahasiswa kejurnalistikan yang
nantinya terjun di dunia pers, agar nantinya lebih santun dan beretika dalam
menyajikan informasi kepada khalayak. Mengingat fungsi dan peran pers yang
begitu penting untuk masyarakat.

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi
untuk kajian mengenai penerapan kode etik jurnalistik utamanya kajian analisis isi

kualitatif.

E. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan tinjaun-tinjauan awal terhadap penelitian-penelitian
terkait sebelumnya. Cukup banyak penelitian terkait penerapan Kode Etik
Jurnalistik, namun peneliti mengambil 3 penelitian yang memiliki teknik
pendekatan yang sama. Adapun teknik pendekatan yang sama yaitu analisis
penerapan Kode Etik Jurnalistik ditinjau dari berita atau teks. Sehingga subjeknya
adalah berita atau teks, bukan wartawan atau jurnalisnya.

Pertama, jurnal karya Venia Bernadetha, Fakultas IImu Sosial dan limu
Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul "Penerapan Kode Etik
Pemberitaan Kasus Kecelakaan di Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota (Analisis
Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kecelakaan di
Tol Jagorawi Pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 9
September - 14 November 2013)". Penelitian ini menggunakan metode analisis isi

kuantitatif. Fokus dari penelitian ini adalah kasus pemberitaan kecelakaan di tol



Jagorawi pada SKH Pos Kota dan Warta Kota periode 9 September - 14
November 2013.

Saudari Venia meneliti sebanyak 47 berita dalam kurun edisi yang telah
ditentukan, kemudian menganalisis pemberitaan berdasar Kode Etik Jurnalistik
(KEJ) pasal 3, 4, 5 dan 9. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa tingkat
profesionalisme dalam penerapan kode etik jurnalistik dari Koran Pos Kota
dibandingkan dengan Warta Kota lebih baik dibandingkan dengan SKH Warta
Kota.'?

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan
metode komparasi dua media yang berbeda untuk membandingkan tingkat
profesionalitas dari keduanya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mengupas secara dalam setiap
berita dengan indikator yang telah ditetapkan dalam KEJ pasal 3. Kemudian,
penelitian yang akan dilakukan ini hanya fokus pada satu subjek saja. Yaitu
pemberitaan tentang kasus reklamasi pada SKH Republika. Selain itu, pasal yang
dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah fokus pada pasal 3 KEJ
saja.

Kedua, jurnal karya mahasiswi Prodi Magister IImu Komunikasi FISIP
UNDIP yang berjudul "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian
Serambi Indonesia”. Penelitian ini meneliti sejauh  mana Harian Serambi

Indonesia dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan berita

2 Venia Bernadetha, “Penerapan Kode Etik Pemberitaan Kasus Kecelakaan di Surat
Kabar Pos Kota dan Warta Kota (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam
Pemberitaan Kecelakaan di Tol Jagorawi Pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota
Periode 9 September - 14 November 2013)”, Universitas Atma Jaya (t.t.).
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kriminal. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan
teknik dokumentasi yang mengumpulkan data berupa guntingan berita kriminal.

Dalam analisisnya, sang peneliti mengkategorisasikan berita atau sampel
menjadi dua kategori. Kategori | berupa berita kriminal tentang tindakan
kekerasan (terdapat 58 berita), sedangkan kategori Il berupa berita kriminal
tentang tindakan asusila yang sebenarnya termasuk pula dalam berita kekerasan
(terdapat 2 berita). Pada hasilnya, disimpulkan bahwa Harian Serambi Indonesia
konsisten dalam menerapkan KEJ dalam setiap pemberitaan yang diterbitkan pada
Januari-Juni 2012. Namun, meski demikian masih terdapat pelanggaran di
dalamnya, seperti memuat kata-kata budak seks. Dari 2 kategori yang dibuat, yang
memenuhi KEJ yaitu : kategori berita kriminal tentang tindakan kekerasan
terpenuhi 96,9% dan kategori berita kriminal tentang tindakan asusila terpenuhi
3,4%."

Ketiga, jurnal karya Niken Larasati bertajuk "Penerapan Kode Etik
Jurnalistik Pada Rubrik Berita Nganal Kodew Dalam Surat Kabar Radar
Malang".** Berbeda dengan kedua jurnal di atas yang menggunakan metode
analisis isi kuantitatif, jurnal ilmu komunikasi ini menggunakan analisis isi
kualitatif dan teknik analisis filling system sebagai pisau bedahnya. Niken

mengacu pada beberapa pasal dan indikator KEJ dari PWI dan KEWI sebagai

B3 Fitri Meliya Sari, “Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi
Indonesia”, FISIP UNDIP (t.t.).

' Niken Larasati, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berita ‘Nganal Kodew’
Dalam Surat Kabar Radar Malang”, Jurusan limu Komunikasi Universitas Brawijaya (2014),
https://www.academia.edu/6316036/Penerapan_Kode_Etik_Jurnalistik_Pada_Rubrik_Berita_Nga
nal_Kodew_Dalam_Surat_Kabar_Radar_Malang.
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pengkategorian di dalam analisisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berita di
Nganal Kodew belum menerapkan KEJ secara maksimal, dilihat dari masih
adanya percampuran fakta dan opini dari penulis serta masih adanya unsur
pornografi. Penelitian ini merupakan acuan utama penulis dalam melakukan
penelitian ini, karena memiliki kesamaan metode penelitian. Peneliti juga akan
menggunakan teknik analisis filling system namun penulis hanya fokus pada pasal
3 KEJ Dewan Pers sebagai acuan pengkategorian.

Keempat, skripsi karya Auliya Muttagin bertajuk "Penerapan Kode Etik
Jurnalistik Pada Jurnalisme Media Siber". Auliya Muttagin menggunakan teknik
analisis isi  kualitatif untuk membedah pemberitaan terkait penetapan
Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji pada
media siber antaranews.com edisi Mei 2014. Penelitian tersebut mengacu pada
Pasal 1 KEJ Dewan Pers yang mengatur tentang berita yang akurat dan
berimbang. Hasil dari penelitian ini disebutkan jika penerapan KEJ pada media
siber antaranews.com belum maksimal, terutama bidang keakuratan data dalam
berita.” Penelitian saudari Auliya dengan penelitian penulis ini sama-sama
membahas penerapan KEJ Dewan Pers melalui produk jurnalisme yakni berita
dengan metode analisis isi kualitatif. Namun, penulis menggunakan parameter
pasal 3 KEJ sedangkan Auliya menggunakan pasal 1 KEJ. Kemudian Auliya

menggunakan berita pada situs media siber sebagai bahan analisis, sedangkan

° Auliya Muttagin, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalisme Media Siber
(Analisis Isi Kualitatif Dalam Berita Ditetapkannya Menteri Agama, Suryadharma Ali Sebagai
Tersangka Kasus Korupsi Penyelenggaraan Haji, di Situs Berita Antaranews.com Periode Mei
2014)” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 109.
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penulis menggunakan berita di media massa cetak yakni Surat Kabar harian
Republika sebagai bahan analisis.

Secara keseluruhan, dari kajian pustaka yang telah peneliti lakukan dapat
disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini memiliki kesamaan
dengan penelitian sebelumnya yakni meninjau penerapan kode etik jurnalistik dari
berita sebagai output atau produk jurnalistik dari seorang wartawan. Adapun
metode pengumpulan data pun sama yakni dengan menggunakan teknik
dokumentasi. Selain itu, Peneliti juga berkesimpulan jika penelitian yang akan
dilaksanakan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait
dengan penerapan kode etik jurnalistik. Hal ini dapat dilihat dari metode
penelitiannya. ~ Penelitian-penelitian ~ sebelumnya  hampir  keseluruhan
menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Dimana hasil penelitian hanya
mengungkap persentase tingkat profesionalitas wartawan dalam penulisan berita
yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan penelitian ini menggunakan
analisis isi kualitatif dengan teknik deskriptif. Dalam penelitian ini diuraikan atau
dibahas secara detail per berita yang telah dikumpulkan dalam edisi yang telah
ditentukan. Kemudian, penelitian sebelumnya mayoritas membahas Kode Etik
Jurnalistik secara umum dengan pasal yang kompleks, sedangkan penelitian ini

hanya akan fokus pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KEJ pasal 3.

F. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan teori-teori yang relevan yang digunakan untuk
membahas, menjelaskan dan menelaah data hasil penelitian. Maka, dalam

penelitian ini teori yang relevan adalah terkait jurnalisme dan pers sebagai
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penyambung lidah, jurnalisme pada media pers cetak, kode etik jurnalistik dan
penerapan kode etik jurnalistik pasal 3. Adapun penjabaran kerangka teori adalah
sebagai berikut :
1. Jurnalisme dan Pers Sebagai Penyambung Lidah

Jurnalistik atau jurnalisme (journalism) secara etimologis berasal dari kata
journal (Inggris) atau du jour (Prancis) yang berarti catatan harian atau catatan
mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga diartikan sebagai surat kabar harian.
Kata journal atau du jour itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu diunalis yang
artinya 'harian’ atau 'tiap hari'.*°

Menurut Erik Hodgins, jurnalistik adalah pengiriman informasi dari
tempat yang satu ke tempat yang lain dengan benar, seksama dan cepat, dalam
rangka membela kebenaran dan keadilan berpikir, yang selalu dapat dibuktikan.
Sedang menurut Roland E.Wolseley, jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan,
penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati,
hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat
kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran.*’

Menurut Ermanto, materi jurnalistik dalam media massa (cetak) secara
fisiknya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kategori berita-berita

langsung, reportase, dan feature. Kedua, kategori pendapat atau opini-- tajuk

rencana, artikel dan tulisan kolom. Produk dari jurnalistik yang paling familiar

16 Barus, Jurnalistik ; Pentunjuk Teknis Menulis Berita, him. 2.
" Pengertian Jurnalistik: Daftar Definisi Jurnalistik | Komunikasi Praktis,
http://www.komunikasipraktis.com/2014/09/pengertian-jurnalistik-daftar-definisi.html, diakses 1
September 2016.



14

adalah berita. Berita adalah sesuatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang
menarik perhatian sejumlah orang. Berita juga bisa dikatakan laporan tentang ide,
kejadian atau konflik yang menarik perhatian para pembaca yang membangkitkan
minat dan mempunyai makna bagi pembaca dalam urusan-urusannya atau
hubungannya dengan masyarakat. ®
Berita merupakan sebuah rangkaian atas fakta-fakta. Menulis berita adalah
hal yang mudah sekaligus sulit. Meski menulis berita berarti merangkai fakta-
fakta dan data dari lapangan, menulis berita ternyata memiliki kaidah dan aturan-
aturan yang lebih ketat dibanding menulis feature atau tulisan opini. Untuk mulai
menulis berita, mula-mula wartawan harus memerhatikan kriteria kualitas berita
yang terangkum dalam ‘sifat istimewa' berita yaitu, akurat, lengkap, adil dan
berimbang, objektif, ringkas, jelas dan hangat®. Berikut penjelasan dari sifat-sifat
berita tersebut :
a) Berita harus akurat

Berita yang disusun atas fakta-fakta yang dapat teruji kebenarannya.

Ketepatan fakta tersebut antara lain kecermatan dalam penulisan ejaan

nama, angka, tanggal, usia dan periksa-ulang atas keterangan dan fakta

yang ditemui di lapangan.

b)Berita harus lengkap, adil dan berimbang
Jurnalis harus melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi. Harus

menyajikan fakta yang terjadi secara cover both side, sehingga semua

18 Sari, “Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia”, him.

¥ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik : Teori & Praktik,
edisi V (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), him. 48.
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pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa mendapatkan porsi serta
penekanan yang sama dalam suatu berita.

c) Berita harus objektif
Berita harus bebas dari prasangka pribadi jurnalis, selaras dengan
kenyataan dan tidak berat sebelah. Meskipun latar belakang dari seorang
jurnalis akan sangat mempengaruhi pola pikir jurnalis dalam mengemas
sebuah berita (cenderung subjektif), namun jurnalis harus tetap berupaya
menulis berita yang objektif dari sebuah peristiwa yang ditulisnya.

d) Berita harus ringkas dan jelas
Tulisan berita tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung,
padu, dan menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah
dipahami oleh semua kalangan pembaca.

e) Berita harus hangat
Hal ini penekanan terhadap konteks waktu. Berita adalah padanan kata
News dalam bahasa Inggris. Kata News itu sendiri menunjukkan adanya
unsur waktu, yakni new - apa yang baru. Berita memang selalu baru dan
selalu hangat.

Berita harus akurat, objektif, lengkap dan berimbang adalah erat kaitannya
dengan fungsi pers atau media sebagai media informasi, watchdog (kontrol
terhadap pemerintah), dan media penyeimbang.?’ Dalam hal ini, kita akan
membahas tentang fungsi media sebagai penyeimbang. Pers dalam pusaran

permasalahan kontroversial, harus mampu menjadi media penyeimbang dan

2 Tugas Primer Pers, http://www.binasyifa.com/199/47/27/tugas-primer-pers.htm,
diakses 23 Januari 2017.
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‘penyambung lidah' diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan.
Pers sebagai perpanjangan lidah akan mampu memberikan titik temu atas selisih
pendapat dan bahkan solusi atas suatu masalah pro dan kontra. Pers dalam
fungsinya sebagai media penyeimbang adalah sebagai penengah diantara kedua
pihak yang pro kontra dan pers tidak boleh melakukan keberpihakan diantara

kedua belah pihak tersebut.

2. Jurnalisme Pada Media Pers Cetak

Surat kabar harian atau koran merupakan produk media massa cetak yang
masih eksis di kalangan masyarakat. Meski telah hadir new media atau media
siber yang menggelontor jagat dengan informasi yang serba cepat, serba ada, dan
ringkas. Namun, bertahannya koran di tengah era digital ini dikarenakan koran
memiliki khas yang tidak tidak dimiliki oleh media informasi siber. Tulisan
mendalam atau indepth report dan investigasi merupakan produk jurnalistik yang
sangat khas dari media massa cetak satu ini. Selain itu, berita yang dituangkan
dalam koran selalu lebih komperehensif dalam membahas suatu permasalahan.

Selain menawarkan peliputan yang mendalam, media pers cetak dipercaya
memiliki nilai akurasi pemberitaan lebih tinggi dibanding dengan media siber. Hal
ini berkaitan dengan deadline kerja wartawan media massa cetak atau koran yang
masih cukup longgar untuk melakukan disiplin verifikasi. Berbeda halnya dengan
media informasi siber yang berbasis kecepatan dalam melansir sebuah berita.
Beberapa perusahaan media pers siber bahkan memberikan jatah pengiriman
berita hingga empat berita sehari untuk setiap kontributornya. Hal ini berbanding

terbalik dengan wartawan di media pers cetak yang setiap hari hanya mendapat
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jatah peliputan maksimal dua berita. Sehingga wartawan media pers cetak
memiliki waktu yang lebih memadai untuk pengupasan fakta dan pengumpulan
data-data sekunder / pendukung.

Media siber menghasilkan berita yang cenderung ringkas, tidak mendalam,
terpotong-potong dan minim disiplin verifikasi. Sedangkan media pers cetak
mengusung wacana dan isu dengan lebih matang, karena dalam alur kerja media
pers cetak adalah harus melalui rapat redaksi setiap harinya. Meski pada beberapa
portal berita siber juga menerapkan kebijakan rapat redaksi, namun tidak intensif
seperti yang media pers cetak lakukan. Sehingga, koran atau media pers cetak
lainnya akan terus ada selama mampu mampu mempertahankan nilai unggul atas

media siber tersebut.

3. Kode Etik Jurnalistik
a) Tinjauan Tentang Kode Etik Jurnalistik

Karena di dalam penelitian akan menyikap penerapan Kode Etik
Junalistik, maka perlu penulis uraikan terlebih dahulu apa itu Kode Etik
Jurnalistik. Secara bahasa, kode berasal dari istilah Inggris yakni code yang
bermakna himpunan ketentuan, peraturan atau petunjuk yang sistematis.
Sedangkan, secara bahasa etika berasal dari kata Ethos bahasa Yunani yang
bermakna moral atau watidak. Selain itu, secara bahasa, etika juga dapat diartikan
sebagai prinsip-prinsip atau tatanan dalam berperilaku yang baik dalam suatu

kelompok masyarakat tertentu yang bersumber dari keahlian, moral atau hati
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nurani dari masyarakat itu. Sehingga ketika kedua kata tersebut digabungkan akan
membentuk makna sebagai gabungan atau kumpulan etika.?

Secara umum, kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang
disusun dan ditetapkan organisasi profesi seperti dokter, pengacara, guru,
termasuk jurnalis. Kode etik biasanya mempunyai pengertian yang sama dengan
istilah kode kehormatan, deklarasi hak-hak dan kewajiban, piagam kewajiban-
kewajiban profesional, prinsip-prinsip, standar dan lain-lain.?®

Menurut Kunczik yang dikutip dari Niken Larasati dalam jurnal
komunikasinya, dalam kaitannya dengan jurnalistik, etika merupakan perspektif
moral yang diacu dalam mengambil keputusan peliputan dan pemuatan fakta
menjadi berita. Jurnalis profesional mengimani prinsip tujuan jurnalisme adalah
untuk menyajikan kebenaran.?® Sedangkan secara spesifik, Kode Etik Jurnalistik
adalah kumpulan atau himpunan norma atau etika di bidang jurnalistik yang
dibuat oleh, dari dan untuk wartawan. Aturan-aturan ini dibuat sebagai kaidah
penuntun moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya, agar para
wartawan tidak bekerja sembarangan dan tetap menghargai serta menghormati

hak orang lain. *

2L \Wina Armada Sukardi, Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers
(Jakarta: Dewan Pers, 2008), him. 27.

22 Barus, Jurnalistik ; Pentunjuk Teknis Menulis Berita, him. 234.

% Niken Larasati, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berita ‘Nganal Kodew’
Dalam Surat Kabar Radar Malang”, Jurusan IImu Komunikasi Universitas Brawijaya (2014), him.
2,https://www.academia.edu/6316036/Penerapan_Kode_Etik_Jurnalistik_Pada_Rubrik_Berita_Ng
anal_Kodew_Dalam_Surat_Kabar_Radar_Malang.

* Feby Grace Adriany, “Evaluasi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Jurnalisme di
Indonesia”, Universitas Sumatera Utara (t.t.), him. 3.
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Setiap perusahaan pers dan organisasi kewartawanan memiliki Etika
Kejurnalistikan masing-masing. Hingga Dewan Pers membentuk Kode Etik
Jurnalistik yang berskala Nasional melalui Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-
DP/V/2008. Didalam KEJ tersebut terdapat 11 pasal yang terbagi menjadi dua
bagian, yakni mengatur produk jurnalistik (berita, dll) dan perilaku jurnalistik
(perilaku wartawan dalam peliputan). Tujuan dari dibentuknya KEJ ini adalah
untuk mengimbangi kebebasan pers terhadap hak asasi manusia serta hak publik

dalam mendapatkan informasi.

b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 & Fikih Jurnalistik
Adapun bunyi dari KEJ pasal 3 adalah :
"Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitidakan secara
berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,
serta menerapkan asas praduga tidak bersalah"®®
Terdapat empat poin nilai yang dapat diuraikan dalam Kode Etik
Jurnalistik pasal tiga ini, yaitu ; menguji informasi, keberimbangan, tidak
mencampuradukkan fakta dan opini serta asas praduga tidak bersalah. Sedangkan
makna dari Fikih Jurnalistik adalah kumpulan hukum syariat yang berhubungan
dengan tahap kerja jurnalisme, hingga sampai pada tujuannya.”® Konsep Fikih

Jurnalistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh Fariz

Khoirul Anam dalam bukunya yang bertajuk Fikih Jurnalistik.

% Dewan Pers, Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I11/2006 Tentang Kode
Etik Jurnalistik.

% Faris Khoirul Anam, Fikih Jurnalistik ; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam
(Jakarta Timur: Pustidaka Al-Kautsar, 2009), him. 5.
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Berikut ini penjabaran dari empat poin dari pasal tiga KEJ tersebut yang
dikombinasikan dengan asas-asas didalam Fikih Jurnalistik :’
i. Menguji Informasi

Menguji Informasi atau disiplin verifikasi yaitu penyaringan desas-desus
berita bahwa apakah berita tersebut benar-benar terjadi atau sekedar gosip belaka.
Dalam hal ini, menguji informasi atau verifikasi berimplikasi dan berkaitan erat
dengan poin keberimbangan. Didalam sajian teks berita, menguji informasi dapat
dilihat dari komentar atau pendapat narasumber yang lebih dari dari satu, sehingga
memunculkan pandangan beberapa perspektif.

Dalam sebuah kasus hukum atau kontroversial lainnya, yang didalamnya
terdapat sangkaan atau dugaan pada seseorang, maka diperlukan klarifikasi pada
pihak yang disangka tersebut. Dengan demikian, informasi yang didapat tersebut
tidak hanya berdasarkan sangkaan atau dugaan dari salah satu narasumber,
melainkan valid setelah hal tersebut dikonfirmasikan pada pihak yang berkaitan
langsung. Selain itu, menguji informasi atau check & recheck juga dapat
dilakukan dengan turun ke lapangan untuk mengamati sebuah kasus atau
peristiwa.”®

Sedangkan dalam kacamata Fikih Jurnalistik, menguji informasi

diistilahkan dengan tabayyun. Al-Hujurat [49] : 6 :

21 Anam, Fikih Jurnalistik.

% Folly Akbar, “Kode Etik Jurnalistik Dalam Pandangan Wartawan Profesional”, Jawa
Pos wawancara (Agustus 2016).
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"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*

gz B35 Isha O

Dalam ayat di atas terdapat kata tabayyun dalam bentuk fi'il amr (kata
kerja perintah), yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi mencari
kejelasan informasi. Karena itu, perlu sikap hati-hati dan perenungan terlebih
dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Selain
meneliti materi informasi yang diterima, etika al-Qur'an juga mengisyaratkan
pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.*
Maka sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa dalam menyampaikan dan menerima
sebuah berita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa tergesa, maka
akan salah".*

Selain itu, perlu diketahui juga latar belakang diturunkannya Al-Hujurat
ayat 6 guna mengetahui konsep menguji informasi yang dapat dikontekstualkan
pada zaman sekarang. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Asbabun nuzul Al-Hujurat
ayat 6 tersebut adalah ketika Al-Walid lbnu Ugbah diutus Rasulullah untuk

mengambil zakat yang telah dikumpulkan oleh Harits Ibnu Dhirar pemimpin dari

# Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, dan Imam Ghazali Masykur, Aljamil ; Al-Qur’an
Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015).

% Heri Romli Pasrah, “Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif
Islam”, UIN Sunan Kalijaga, vol. IX (2008), him. 13.

31 Anam, Fikih Jurnalistik, him. 36.
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Bani Musthalig.®> Harits dan seluruh pengikutnya memasuki Islam setelah
mengalami kekalahan dan akhirnya tunduk kepada Islam, sehingga ada kewajiban
pada diri Harits untuk membayar zakat. Pada tengah perjalanannya, Sahabat yang
diutus memungut zakat dari Bani Musthalig, Walid lbnu Dharir, ragu dan tidak
melanjutkan kepada tempat tujuan yang diutuskan Rasulullah. Walid kembali
kepada Rasulullah dan mengatakan jika Harits menolak untuk membayar zakat
dan mengancam akan membunuhnya, padahal Walid tidak pernah sampai pada
pemukiman Bani Musthaliq.

Rasulullah tidak begitu saja menerima informasi yang disampaikan oleh
Walid tersebut, meski Walid adalah bagian dari sahabat Rasulullah dan juga
sebagai seorang yang benar. Akhirnya Rasulullah mengutus utusan kedua, yakni
Khalid bin Walid. Pada tengah perjalanan di batas kota Madinah, Khalid bertemu
dengan Harits dan beberapa orang lainnya yang berbondong membawa zakatnya
dan ingin menemui Rasulullah. Singkat cerita, akhirnya Harits menghadap
langsung kepada Rasulullah. Rasulullah menanyakan dua hal kepada Harits
seperti yang disampaikan Walid kepadanya, apakah benar Harits menolak untuk
membayar zakat dan apakah benar Harits mengancam akan membunuh Walid saat
mendatanginya.

Kemudian, Harits pun bersumpah demi Allah jika tidak demikian yang
terjadi. Bahwa ia telah menunggu utusan Rasulullah atas waktu yang telah

ditetapkan namun tidak pernah ada utusan Rasulullah yang sampai pada Bani

%2 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir lbnu Katsir, edisi 1V (Jakarta: Gema
Insani, 2012), him. 315-6.
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Musthalig untuk memungut zakat dan berprasangka jika Rasulullah telah marah
kepada dirinya (Harits).

Sehingga dapat ditarik benang merah bagaimana penerapan menguji
informasi secara kontekstual pada jaman sekarang.

Pertama, perlu menguji informasi dengan memperhatikan siapa dan
bagaimana kredibilitas pemberi informasi. Hal ini berdasarkan Rasulullah tidak
serta merta menerima pernyataan dari Walid meski Walid adalah golongan orang
yang dekat dengan Rasulullah. Apalagi Rasulullah mengetahui jika Walid dan
Harits pernah memiliki riwayat tidak akur.

Kedua, seorang jurnalis harus memastikan kebenaran informasi yang
disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang berkaitan langsung yakni
dengan cara Klarifikasi diantara pihak-pihak yang berkaitan dalam masalah
tersebut. Hal ini seperti halnya Rasulullah yang mengirim utusan kedua untuk
memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Walid kepadanya.
Sampai akhirnya Rasulullah bertanya secara langsung kepada Harits dikala Harits
menghadap kepada Beliau. Selain itu, kerja jurnalistik yang demikian akan dapat
menjadi penyambung lidah diantara dua pihak yang berlain pandang dalam
sebuah pro dan kontra.

ii. Asas Keberimbangan

Dalam teori Objektivitas yang dikemukakan oleh Westerthal, berimbang
atau balance menjadi anak cabang dari aspek imparsialitas (ketidakberpihakan
berita) yang menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur

objektivitas. Sedangkan, Denis McQuail mengkategorikan balance menjadi dua
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kriteria yakni equal or proportional access (porsi ruang pemberitaan yang sama)
dan even handed evaluation (aspek evaluasi sisi positif dan negatif)*®. Berikut
skema sederhana kriteria berimbang menurut McQuiail :

Bagan 1.Skema Keberimbangan

{ Balance Criteria ]
|

[ Equal or Proportional } {Even-Handed Evaluation}

Access

Lebih gamblang Rahayu merincikan keberimbangan sebagai berikut®* :

Pertama, ada atau tidak adanya source bias (penampilan satu sisi dalam
pemberitaan) atau bisa juga disebut cover both side. Aspek ini dapat dilihat dari
keaneragaman sudut pandang yang ditampilkan dari pernyataan narasumber yang
dihadirkan dalam pemberitaan. Dikatakan source bias apabila media hanya
menampilkan seluruh narasumber dengan pendapat yang kontra maupun pro saja.
Keadaan yang dimaksud dalam poin keberimbangan ini adalah memberikan
kesempatan yang sama adilnya terhadap pihak yang dirugikan untuk mengetahui
tanggapannya. Dalam sebuah misal, ada sebuah berita mengenai kasus dugaan
penyelewengan subsidi pakan ternak unggas oleh sejumlah pengusaha. Namun
dalam berita tersebut hanya mencantumkan pernyataan dari satu narasumber,

yakni pihak kepolisian saja tanpa menanyakan tanggapan tersangka terhadap

% Denis McQuail, Media Performance : Mass Communication and the Public Interest
(1992), him. 203.

¥ Rahayu, Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia (Jakarta:
Krayon Grafika, 2006), him. 22.
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pernyataan pihak kepolisian tersebut. Dalam hal ini, berita ini tidak dapat
dikatakan adil dan seimbang. *°

Jika dianalogikan, prinsip keberimbangan ini adalah layaknya sebuah
neraca sebagai lambang keadilan. Sama berat dan tidak timpang pada salah satu
sisinya. Dalam pemberitaan dapat dikatakan seimbang apabila narasumber yang
memberikan informasi bermuatan pro dan kontra, alias tidak memberitidakan
sepihak saja tetapi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian,
atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus. Terutama dalam
masalah kontroversial, pemberitaan harus objektif, seimbang, dan adil dan tidak
bertendensi mengarahkan khalayak untuk mendukung dan menolak pihak tertentu,
baik dengan cara yang eksplisit ataupun secara mencolok.*

Adil dan berimbang adalah bahwa seorang wartawan harus melaporkan
dan menuliskan apa sesungguhnya yang terjadi. Dalam suatu misal, manakala
seorang politisi yang tengah menyampaikan orasi politiknya mendapat sambutan
meriah dan tepuk tangan dari para hadirin, peristiwa tersebut haruslah ditulis apa
adanya. Namun, ketika ternyata terdapat hadirin yang walked out sebelum orasi
ataupun pidato dari politisi tersebut selesai, itu juga harus turut dituliskan apa
adanya. Sehingga dalam berita tersebut terdapat dua sisi yang berbeda, keduanya

harus termuat dalam berita yang ditulis.®’

% Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik : Teori & Praktik, hlm. 53,

% Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik (Yogyakarta: Ull Press, 2003),
him. 68.

¥ Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik : Teori & Praktik, him. 52.
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Kedua, porsi pemberitaan yang sama dan adil. Hal ini dapat diukur
dengan cara kuantifikasi sederhana menghitung jumlah porsi alinea yang dapat
merepresentasikan pendapat pro dan kontra. Berimbang atau balance adalah
memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara
proporsional.*® Jika terdapat 8 paragraf, maka 4 paragraf dari pihak pro, dan 4
paragraf dari pihak kontra. Terkecuali pihak-pihak yang sudah berusaha ditemui
dan dikonfirmasi oleh wartawan, namun tidak kunjung memberikan tanggapan.
Wartawan dapat mencantumkan keterangan bahwa narasumber bersangkutan sulit
atau bahkan tidak dapat ditemui di dalam beritanya atau dengan cara lain yakni
memuat Klarifikasi pihak terkait pada edisi selanjutnya.

Berikut gambar ilustrasi berita yang berimbang dalam memberitakan pro
dan kontra dalam suatu permasalahan :

Gambar 1. Neraca sebagai ilustrasi berita yang berimbang

Netral /
Modera

A

Media Massa

Pro Kontra

Gambar neraca di atas melambangkan keseimbangan antara pro dan kontra
atas suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adapun media massa
berfungsi sebagai penyeimbang diantara pihak pro dan kontra. Media dalam ilmu
komunikasi secara umum bermakna sebagai medium penyampai pesan dari

komunikator ke komunikan, sehingga pesan dapat diterima satu sama lain pihak

% Dewan Pers, Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I11/2006 Tentang Kode
Etik Jurnalistik, him. 24.
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yang berkomunikasi. Begitu pula media massa yang juga turut memiliki andil
‘penyambung lidah' diantara pihak pro dan kontra tersebut. Pada gambar neraca di
atas, media massa berfungsi sebagai titik tumpu penyeimbang diantara kedua sisi,
baik sisi pro dan kontra.

Adil yang juga berarti seimbang menurut kaidah Islam adalah memberikan
sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang
menjadi kewajibannya. Dimana adil atau berimbang merupakan lawan kata dari
dzalim.** Keberimbangan, dalam Islam telah dijelaskan dalam surat Al-An‘am

ayat [6] : 152 sebagai berikut :
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"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang
lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah
tidakaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban
kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu
berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah
kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan
Allah kepadamu agar kamu ingat,"

Dan juga dalam Q.S. Al-Maidah [5] : 8 :
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"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu

% pasrah, “Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam”, hlm. 126.



28

lebih dekat kepada tidakwa. Dan bertidakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam ayat di atas, Allah SWT berfirman "Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil™,
berarti janganlah kebencian kepada suatu kaum mendorong untuk meninggalkan
keadilan terhadap kaum tersebut.** Allah memerintahkan untuk adil kepada
siapapun, baik kepada teman ataupun musuh.

iii. Tidak Mencampuradukkan Fakta dan Opini yang Menghakimi

Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini
berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi
wartawan atas fakta. Opini pun dapat ditengarai dari kata-kata yang bersifat
sensasional.

Kata-kata opinionatif (opinionative) mengandung nilai-nilai tertentu yang
sifatnya kontroversial menimbulkan pendapat yang berbeda. ** "Cantik", "hebat",
"kecewa", "sedih", merupakan sebarisan kata yang tergolong kata opinionatif
yang belum tentu disepakati oleh pendapat khalayak. Akan lebih baik jika kata-
kata opinionatif diganti dengan kalimat deksriptif yang ditangkap oleh indera
Wartawan. Sederetan kata-kata lain yang termasuk dalam kata opiniotive adalah

seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah,

% Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir lbnu Katsir, edisi 1l (Jakarta: Gema
Insani, 2012), him. 40.

1 Sobur, Etika Pers, him. 260.
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agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan
sebagainya.*?
Kemudian dalam Fikih Jurnalistik, tidak mencampuradukkan fakta dan

opini dapat ditarik dari Q.S.Al-Bagarah [2] : 42 sebagai berikut :

554068 g b 12855 el B 6 s

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan

janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Opini merupakan bagian dari prasangka. Sedangkan dalam surat Al-
Hujurat ayat 12 Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi prasangka.*®
"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka,

sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain™

Dalam terjemah Al-Hujurat ayat 12 tersebut dapat diketahui bahwa

berprasangka adalah sebuah dosa, dan dosa merupakan suatu yang bathil.

Iv. Asas Praduga Tidak Bersalah
Asas praduga tidak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Dimana Wartawan tidak boleh main hakim sendiri dan menarik kesimpulan

sendiri tentang sebuah kasus pada teks berita. Karena kata "bersalah™ adalah

2 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, edisi | (Jakarta: Kencana,
2009), him. 241.

* Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, edisi | (Jakarta: Gema
Insani, 2012), him. 96.
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sebuah kata penghakiman, yang hal tersebut akan ditetapkan di pengadilan.**
Selain daripada itu, suatu berita terdapat asas praduga tidak bersalah dapat dilihat
dari penggunaan kata "diduga” yang dituliskan oleh wartawan.*

UU Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tidak bersalah
dalam memberitakan peristiwa dan opini. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 5
ayat (1) UU Pers yang berbunyi :

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta
asas praduga tidak bersalah.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa:

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau
membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus
yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan
kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Yahya Harahap menjelaskan mengenai asas praduga tidak bersalah
sebagai berikut :

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki
hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang
diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang
dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan
tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus
dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sampai
diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”*®

* Wina Armada dan Sukardi, Kode Etik Jurnalistik &Dewa Pers (Jakarta: Dewan Pers,
2008), him. 65.

** Bernadetha, “Penerapan Kode Etik Pemberitaan Kasus Kecelakaan di Surat Kabar Pos
Kota dan Warta Kota”, hlm. 7.

“® M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan
Dan Penuntutan (Bandung: Rosda, 2012), him. 34.



31

Dalam Islam, praduga tidak bersalah disebut dengan berprasangka baik
(khusnudzon). Sedang prasangka buruk atau suudzon harus dihindari, dan baiknya
kita harus berprasangka baik (khusnudzon) terhadap segala sesuatu sebelum

seseorang ditentukan bersalah secara hukum. Q.S Al-Hujurat [49] : 12 :
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"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka,
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu
menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara
kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu
merasa jijik kepadanya. Dan bertidakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."

4. Politik Media, Tradisi Framing, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3
Pada Media Massa Cetak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, media pers cetak memiliki daya
tarik tersendiri di pasarnya. Sampai saat ini media pers cetak masih bertahan
ditengah gerusan arus media informasi siber. Jika media informasi siber digadang
melakukan banyak penyimpangan terhadap KEJ, maka media pers cetak pun juga
demikian. Dengan moto utama mengutamakan kecepatan dalam penyajian
informasi, media informasi siber kerap kali memiliki kelemahan di bagian disiplin
verifikasi. Singkatnya deadline dalam mengunggah informasi terbaru, membuat
media informasi siber seringkali hanya memuat satu narasumber dan memakai

sistem sadur.
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Dibanding media informasi siber ataupun media pers cetak skala lokal,
Media pers cetak skala nasional dikenal dengan tingkat integritas dan
profesionalitas yang lebih baik. Media pers cetak nasional ini cukup
memperhatikan penerapan KEJ dalam praktik jurnalismenya. Hal ini dapat dilihat
dari seluruh penelitian terkait penerapan KEJ banyak menggunakan media pers
cetak skala lokal sebagai objek penelitiannya. Pelanggaran terhadap Kode Etik
Jurnalistik pada media pers cetak nasional mayoritas tidak bersifat gamblang atau
kasat mata layaknya penggunaan diksi yang bombastis, sadis ataupun
mengandung unsur pornografi.

Media pers cetak nasional cenderung melakukan pelanggaran KEJ secara
laten (tidak terlihat secara kasat mata), yakni perihal keberimbangan. Ideologi dan
politik media menjadi tuntunan para awak suatu media pers untuk bagaimana
menanggapi, menyusun, memaknai dan melaporkan suatu peristiwa ke khalayak.
Politik media menjadi panduan bagaimana suatu realitas akan dikonstruksi atau
dibingkai (framing) dalam suatu wacana media. Menurut Matthew Kieran yang
dikutip dari Eriyanto, mengatakan jika berita tidaklah dibentuk dalam ruang
hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi
tertentu.*’ 1deologi dan juga politik media ini yang kemudian menciptakan budaya
framing di bawah alam sadar (tertanam dalam tataran kognisi) para awak pers.
Budaya framing dalam perkembangannya telah menciptakan suatu berita dengan
suatu distorsi. Framing yang digunakan dalam suatu berita membuat satu fakta

suatu peristiwa ditonjolkan dan fakta yang lain diburamkan atau dihilangkan sama

" Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media), edisi VI
(YYogyakarta: LKiS, 2009), him. 130.
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sekali. Pemilihan narasumber serta pemilahan informasi mana yang akan dimuat
merupakan bagian dari budaya framing yang sudah tertanam dalam alam bawah
sadar awak pers (baik penulis berita maupun editor).

Framing berita akan sesuai dengan haluan politik media dari suatu media
pers tersebut. Tradisi framing akan menonjolkan aspek tertentu - mengaburkan
aspek lain, menampilkan sisi tertentu - melupakan sisi lain, dan menampilkan
aktor tertentu - menyembunyikan aktor yang lain. Hal ini dapat dimisalkan seperti
media yang bernafaskan Islam, maka akan membingkai dan memandang suatu
realitas dari kacamata Islam, yakni memprioritaskan kepentingan umat muslim.
Contoh lainnya adalah media yang dinaungi oleh awak partai politik koalisi
Pemerintah, maka akan membingkai berita-berita terkait kebijakan pemerintah
tidak dengan kritisnya. Berbeda dengan media yang dinaungi oleh awak parpol
oposisi Pemerintah, maka media tersebut akan membingkai berita terkait
pemerintahan secara kritis dan cenderung memberikan nilai negatif terhadap
Pemerintah. Demikianlah tradisi framing akan menciptakan keberpihakan dan
kecondongan pada berita. Kemudian dengan budaya framing, media juga akan
memberikan kacamata pandang kepada pembacanya bagaimana harus
memandang serta menyikapi suatu peristiwa tersebut. Budaya framing juga
akhirnya membuat Kode Etik Jurnalistik pasal 3 sulit untuk diterapkan secara
maksimal, utamanya adalah poin keberimbangan. Dimana keberimbangan ini pun
juga akan berkaitan langsung dengan terlaksana atau tidaknya poin-poin yang lain

dalam pasal tiga. Tanpa keberimbangan, fakta yang disajikan tidak teruji
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kebenarannya, akan ada percampuran fakta dan opini, dan akan terjadi

penghakiman sepihak yang dilakukan oleh media massa tersebut.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan library research atau studi pustaka dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yakni akan membedah satu per satu
berita dengan secara mendalam sesuai dengan indikator dari Kode Etik Jurnalistik
pasal 3. Adapun subjek dan objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh berita mengenai kasus
reklamasi teluk Jakarta pada SKH Republika edisi 1-15 April 2016.

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3
dalam pemberitaan mengenai kasus reklamasi teluk Jakarta pada SKH Republika
edisi 1-15 April 2016. Berikut ini adalah skema atau alur berfikir dari penelitian
ini :

Bagan 2. Skema Alur Berpikir Peneliti

Kode Etik Jurnalistik
Pasal 3

M

PENELITI

1

SKH Republika
Edisi 115 April 2016)

HASIL ANALISIS
PENELITI



35

2. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka atau library research, sehingga
teknik dokumentasi menjadi metode pengumpulan data primer yang paling tepat.
Proses pengumpulan data adalah sebagai berikut :

Pertama-tama peneliti menelaah atau meninjau dokumen koran Republika
dalam edisi yang telah ditentukan untuk menemukan berita-berita yang sesuai
kategori. Kemudian, berita-berita tersebut dipotong dan dikliping sebagai
dokumen dan bahan analisis penelitian. Selain itu peneliti juga mengakses arsip
pemberitaan Republika secara digital pada laman epaper.republika.co.id.

3. Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah seluruh berita berkenaan dengan
kasus reklamasi teluk Jakarta pada SKH Republika edisi 1-15 April 2016.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, informasi internet, jurnal
maupun artikel ilmiah.

Dari hasil studi pendahuluan, peneliti berhasil mengumpulkan sejumlah
berita yang mengulas kasus Reklamasi Teluk Jakarta, antara lain berita dengan
judul sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Populasi Sumber Data (Seluruh Berita Terkait Reklamasi
Teluk Jakarta pada SKH Republika Edisi 1-15 April 2016)

No | Edisi/ Tanggal Judul Berita

1 |2 April 2016 Politikus ~ Gerindra  ditangkap  Terkait
Reklamasi

2 | 3 April 2016 KPK Incar Tersangka Baru
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3 | 3April 2016 Momentum Hentikan Reklamasi

4 | 4 April 2016 KPK Cegah Taipan Aguan

5 | 6 April 2016 Susi  Minta Kesalahan Izin Reklamasi
Diselesaikan

6 | 7 April 2016 Kementerian Pertanyakan Reklamasi

7 | 7 April 2016 Pencegahan Kasus Reklamasi Bertambah

8 | 8 April 2016 KLHK Bisa Setop Reklamasi

9 | 10 April 2016 Eksekutif Terlibat

10 | 11 April 2016 Reklamasi di Tangan Ahok

11 | 11 April 2016 KKP Tetap Syaratkan Zonasi

12 | 12 April 2016 Menteri Agraria Minta Jual Beli Reklamasi
Dihentikan

13 | 12 April 2016 Aguan-Ahok Kerap Bertemu

14 | 13 April 2016 Proyek Reklamasi Diminta Disetop

15 | 14 April 2016 Pusat-DPR Sepakat Setop Reklamasi

16 | 15 April 2016 Pengembang dan Ahok Melawan

17 | 15 April 2016 Ahok Bantah Terima Uang Aguan

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari populasi berita yang

ada pada tabel di atas yakni 8 dari 17 berita keseluruhan di atas. Hal ini berkaitan

dengan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Untuk

menentukan sampel dari populasi berita yang ada, peneliti menggunakan metode

sampel acak sederhana (simple random sampling). Dimana metode pengambilan

sampel acak sederhana ini cocok digunakan untuk populasi yang relatif kecil dan
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cenderung homogen seperti dalam penelitian ini.*® Metode sampel acak sederhana
yang digunakan adalah dengan cara pengundian acak judul berita. Berikut ini

peneliti sajikan 8 judul berita yang berhasil dipilih melalui undian acak :

Tabel 2. Daftar Sampel Berita (8 Dari 17 Berita Terkait Reklamasi Teluk
Jakarta pada SKH Republika Edisi 1-15 April 2016)

1 Berita 1 2 April 2016 Politikus (_Eerlndra ditangkap Terkait
Reklamasi

2 Berita 2 3 April 2016 | Momentum Hentikan Reklamasi

3 Berita 3 6 April 2016 SQSI er!ta Kesalahan Izin Reklamasi
Diselesaikan

4 | Beritad | 10 April 2016 | Eksekutif Terlibat

> Berita 11 April 2016 | Reklamasi di Tangan Ahok

6 Berita 6 12 April 2016 M_enter_l Agraria Minta Jual Beli Reklamasi
Dihentikan

! Berita 7 15 April 2016 | Pengembang dan Ahok Melawan

Berita 8 : .
8 15 April 2016 | Ahok Bantah Terima Uang Aguan

4. Metode Analisis Data

a. Tipe analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif deskriptif.
Secara teknis, Barcus menyebutkan bahwa analisis isi mencakup upaya-upaya
sebagai berikut :

e Kilasifikasi tanda-tanda yang digunakan dalam komunikasi

“8 Eriyanto, Teknik Sampling, Analisis Opini Publik (Yogyakarta: PT LKis Pelangi
Aksara, 2007), him. 74.
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e Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi
e Menggunakan teknik analisis tertentu untuk membuat predikat
Penelitian ini bertujuan sesuai dengan poin kedua, yakni untuk
menggunakan Kriteria sebagai dasar klasifikasi. Sehingga memudahkan peneliti
untuk menginterpretasikan data hasil penelitian. Sedangkan menurut Kriyantono
untuk sifat deskriptif pada suatu penelitian bertujuan untuk membuat deskripsi
yang rinci dan sistematis.*® Sehingga diperoleh gambaran aspek-aspek dan
karakteristik suatu pesan secara mendalam dan lebih detail dibandingkan dengan

analisis model kuantifikasi.

b. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang cukup sering digunakan
di kalangan penelitian kualitatif, yakni filling system. Teknik filling system yang
diperkenalkan oleh Wimmer dan Dominick adalah teknik analisis dengan cara
memasukkan data-data yang diperoleh ke dalam kategori-kategori tertentu yang
telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti.®® Kemudian data yang sudah
terkategorikan dapat interpretasikan oleh peneliti, ditunjang dengan konsep atau
teori yang menunjang peneliti untuk dapat menguraikan dan mendeskripsikan data
yang sudah dicatat dalam pengkategorian tersebut. Pengkategorian di dalam
penelitian ini berdasarkan empat parameter yang telah disebutkan dalam KEJ
Pasal 3 yakni menguji informasi, berita yang berimbang, tidak mencampur fakta

dan opini yang menghakimi, dan praduga tidak bersalah.

*° Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, him. 22.

% Ibid., him. 197.
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Berikut ini adalah tahapan-tahapan teknik analisis filling system menurut
Kriyantono™ :

e Setelah peneliti merasa data yang dikumpulkan telah memadai, maka
dapat dilanjutkan pada proses analisis data.

e Data yang berhasil dikumpulkan selama proses pengamatan atau
observasi dianalisis dengan membuat kategori-kategori tertentu.
Tahapan inilah yang disebut dengan teknik filling system.

e Kemudian setelah diklasifikasikan sesuai dengan kategori, peneliti
mulai menginterprestasikan data dengan mengacu pada konsep dan
teori yang telah disusun pada kerangka teori.

c. Tahapan dan Unit Analisis

Tahapan pertama, peneliti melakukan pengkategorian atau pencatatan pada
coding sheet untuk 8 berita. Proses pencatatan pada coding sheet guna
memudahkan peneliti mendeskripsikan temuan peneliti di dalam 8 berita tersebut.

Tahapan kedua, peneliti menginterpretasikan hasil pengisian coding sheet
tersebut. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka pada tahapan
ini peneliti mendeskripsikan dan mengulas lebih dalam penerapan Kode Etik
Jurnalistik yang dibahas per kategori yang sudah ditentukan dalam pasal 3 Kode
Etik Jurnalistik. Adapun pendeskripsian ini guna membedah lebih dalam kualitas
suatu berita yang diukur dari penerapan KEJ didalamnya.

Tahapan ketiga, peneliti melakukan pengisian tabel rekapitulasi

pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 sesuai dengan hasil deskripsi dan

*! Ibid.
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interpretasi yang telah dilakukan peneliti pada tahapan kedua tersebut. Adapun
tabel rekapitulasi ini guna memudahkan dalam melihat jumlah berita yang sudah
menerapkan KEJ dan yang belum menerapkan KEJ. Sehingga dapat diketahui
poin mana yang paling banyak mengalami pelanggaran dan poin mana yang
paling sedikit terjadi pelanggaran.

Berikut adalah coding sheet yang digunakan peneliti untuk membantu
mengkategorikan data-data temuan peneliti :

Tabel 3. Coding Sheet Untuk Analisis

Pasal Dalam it
Kode Etik Unit Analisis . Indikator
. Analisis
Jurnalistik
Pasal 3 : 1. Apakah data
"Wartawan .. i ... . |atau informasi
Indonesia selalu gl Infor_m_as_| Verifikasi didapat dari
. (Sama dengan disiplin | Terhadap
menguji daar . . narasumber  yang
. . verifikasi. Konfirmasi Fakta :
informasi T kredibel?
R atau klarifikasi
memberitidakan terhadap pihak yang
secara tertuduh ataupun van Klarifikasi | 1. Adakah
berimbang, tidak pun yang Pernyataan | klarifikasi
’ bersangkutan secara . !
mencampurkan lan Antar informasi  secara
L gsung. Serta
fakta dan opini e . Narasumber | langsung kepada
perhatikan . [
yang kratit it yang Saling | pihak tertuduh atau
menghakimi, narasumber) Berkaitan | pihak
serta berseberangan?
menerapkan asas
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praduga tidak
bersalah™

Keberimbangan
Berita

Source Bias/
Cover Both
Side.
Dan Porsi
Pemberitaan
yang sama

Semua pihak
mendapat porsi
yang sama dalam
pemberitaan, baik
pro dan kontra.
Bisa dilihat dari
jumlah kolom dari
masing-masing

pihak. Jika pro 5

paragraf, maka
kontra juga 5
paragraf.

Dikatakan

proporsional  jika
perbandingannya
sama 1:1, 2:2, 3:3.
Jika 3:7 tidak
dapat  dikatakan
proporsional dalam
merepresentasikan
pro dan kontra.

1. Berapa jumlah
proporsi pro dan
kontra yang
ditampilkan dalam
pemberitaan
reklamasi  Teluk
Jakarta?
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Tidak
mencampuradukkan
fakta dan opini yang

menghakimi
(Tidak ada kata-kata
opinionative dari

1. Apakah ada
kata-kata atau
kalimat opiniotive
pribadi penulis
dalam pemberitaan
reklamasi  Teluk

penulis berita seperti : Jakarta di
tampaknya, Republika?
diperkirakan, seakan-
akan, terkesan,
kesannya, seolah,
agaknya, diramalkan,
kontroversi,
mengejutkan,
manuver, sayangnya)
Asas Praduga tidak 1. Apakah
bersalah wartawan
(Tidak menghakimi menggunakan kata
seseorang yang masih 'diduga’ atau
belum jelas status 'dugaan’ dalam

hukumnya di sebuah
kasus. Terdapat kata :
diduga. Serta tidak
menyebutkan nama
terang dari seseorang
yang belum jelas
status hukumnya
(masih proses
pemeriksaan) dalam
sebuah kasus. Hal ini
guna menghormati
dan menjaga nama
baik orang tersebut)

menyampaikan
kasus suap yang
masih belum
mendapatkan
kepastian  hukum
yang mutlak dari
pengadilan ?

Lembar coding di atas akan digunakan sebagai instrumen pencatatan atau
pengkategorian penerapan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik pada 8 berita reklamasi
Teluk Jakarta di SKH Republika. Setelah melakukan pengkategorian dan
mendeskripsikan hasil temuan, peneliti akan melakukan rekapitulasi penerapan

pasal 3 KEJ pada pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta di SKH Republika secara
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keseluruhan guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Adapun tabel

rekapitulasi yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 4. Contoh Lembar Rekapitulasi Penerapan KEJ

Kategori
Judul Berita Menguji Informasi Beri Tidak Praduga
e e erita yang ;
Verifikasi | Klarifikasi / uji berimbang mencampur tidak
thd Fakta | silang informasi fakta dan opini | bersalah
Politikus - - -
Gerindra
ditangkap
Terkait
Reklamasi
Momentum
Hentikan
Reklamasi
Dst. Dst. Dst. Dst. Dst.
TOTAL (v) X X X X
TOTAL (-) X X X X
Keterangan :
() : adalah tanda untuk menunjukkan berita yang sudah menerapkan KEJ
(x) : adalah tanda untuk menunjukkan berita yang belum menerapkan KEJ

secara maksimal, yakni masih didapati beberapa pelanggaran di dalamnya.

) . adalah tanda untuk menunjukkan berita yang didalamnya tidak terdapat

kandungan atau unsur yang dapat dikategorikan ke dalam unit analisis.

X : jJumlah berita keseluruhan untuk yang sudah menerapkan dan yang belum

menerapkan KEJ.

Untuk mengisi tabel rekapitulasi di atas, peneliti telah menentukan dua

kategori, yakni sudah menerapkan KEJ dan atau belum menerapkan KEJ. Berikut

ketentuan untuk menentukan apakah suatu berita sudah menerapkan KEJ pasal 3

atau belum menerapkan KEJ pasal 3 :




44

1. Menguji Informasi, terdiri dari dua sub kategori yakni verifikasi
terhadap fakta dan klarifikasi atau uji silang pernyataan dan informasi antar
narasumber, berikut penjabarannya :

v" Verifikasi Terhadap Fakta

a. Sudah menerapkan KEJ, jika informasi yang dimuat berdasarkan disiplin
verifikasi. Yakni kroscek informasi secara langsung kepada pihak yang
berkaitan minimal dari dua narasumber yang kredibel untuk memastikan
kebenaran informasi. Selain itu, juga harus konfirmasi terhadap pihak yang
tertuduh dalam kasus suap Reklamasi tersebut.

b. Belum menerapkan KEJ, jika informasi yang dimuat tidak berdasarkan
disiplin verifikasi. Tidak adanya informasi secara langsung kepada pihak
yang berkaitan minimal dari dua narasumber yang kredibel untuk
memastikan kebenaran informasi. Selain itu, juga tidak terdapat konfirmasi
terhadap pihak yang tertuduh dalam kasus suap Reklamasi tersebut.

v’ Klarifikasi Pernyataan Antar Narasumber
a. Sudah menerapkan KEJ, jika menerapkan klarifikasi dan uji silang
informasi dan pernyataan yang didapat dari pihak-pihak yang saling
berkaitan.

b. Belum menerapkan KEJ, jika tidak menerapkan klarifikasi dan uji silang

informasi dan pernyataan yang didapat dari pihak-pihak yang saling

berkaitan.
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2. Keberimbangan Berita

a. Sudah menerapkan KEJ, jika menerapkan peliputan dua sisi (cover
both side) dan porsi pemberitaan yang proporsional, yakni memuat
pendapat dari narasumber yang mewakili berbagai pandangan (pro
dan kontra) dengan jumlah paragraf pemberitaan yang sama diantara
keduanya.

b. Belum menerapkan KEJ, jika menerapkan peliputan satu sisi dan
porsi pemberitaan yang tidak proporsional, yakni memuat pendapat
dari narasumber yang tidak mewakili berbagai pandangan (pro dan
kontra) dengan jumlah paragraf pemberitaan yang timpang diantara
pro kontra tersebut.

3. Tidak Mencampuradukkan Fakta dan Opini yang Menghakimi

a. Sudah menerapkan KEJ, jika tidak ada kata-kata opiniotive dari
penulis berita yang bersifat menghakimi.

b. Belum menerapkan KEJ, jika ada kata-kata opiniotive dari penulis
berita yang bersifat menghakimi.

4. Menghormati Asas Praduga Tidak Bersalah

a. Sudah menerapkan KEJ, jika dalam berita berkenaan dengan kasus
hukum yang masih dalam fase pemeriksaan atas dugaan kasus suap
reklamasi tercantum kata ‘'diduga’, tidak menghakimi seseorang
sebelum ada keputusan pengadilan yang bersifat jelas dan mutlak.

b. Belum menerapkan KEJ, jika dalam berita berkenaan dengan kasus

hukum yang masih dalam fase pemeriksaan atas dugaan kasus suap
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reklamasi tidak tercantum kata 'diduga’, serta menghakimi seseorang

sebelum ada keputusan pengadilan yang bersifat jelas dan mutlak.

H. Sistematika Pembahasan

Bab |

Bab 11

Bab 111

Bab IV

: Bab ini merupakan pendahuluan untuk menjelaskan desain
penelitian yang bersifat teoritis hingga sampai tataran praktis dan
teknis penelitian ini dilaksanakan. Adapun bab ini terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian, kajian
pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

: Berisi gambaran umum dari objek yang akan diteliti, yaitu terkait
SKH Republika dan tinjauan tentang Reklamasi.

: Bab ini berisi tentang hasil analisis data. Dalam bab ini, akan
disuguhkan analisis untuk tiap-tiap berita. Ada 8 judul berita yang
akan menjadi sub pembedahan KEJ pasal tiga dalam bab tiga ini.

. Berisi penutup dari laporan penelitian. Bab ini akan terdiri dari
kesimpulan, saran & kritik, serta kata penutup. Kemudian ada pula
daftar pustaka sebagai kejelasan sumber referensi penelitian. Dalam
bab ini juga akan dilampirkan arsip kliping dari potongan-potongan
koran SKH Republika. Sehingga dari lampiran data tersebut dapat
menguatkan hasil penelitian. Selain itu juga akan dilampirkan data

diri peneliti dan dokumen-dokumen lain terkait penelitian ini.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah selesai melalukan analisis dan melakukan rekapitulasi secara

keseluruhan terhadap 8 berita tentang reklamasi Teluk Jakarta pada SKH

Republika edisi 1-15 April 2016, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Pertama, poin menguji informasi. Pada delapan sampel bahasan uji informasi
sub kategori verifikasi terhadap fakta di atas menunjukkan jika 7 dari 8 berita
reklamasi Pantai Utara Jakarta pada SKH Republika edisi 1-15 April 2016
telah melakukan verifikasi terhadap fakta, sedangkan 1 dari 8 berita belum
melakukan verifikasi terhadap fakta. Dimana 7 dari 8 berita yang telah
melakukan verifikasi terhadap fakta tersebut memuat informasi berdasarkan
pada keterangan pihak-pihak yang jelas, kapabel, bersangkutan dan
berwenang atas kasus reklamasi tersebut. Dengan demikian dapat diketahui
jika informasi tersebut adalah benar adanya, bukan hanya suatu desas-desus
atau isu belaka. Sisi lain, 1 dari 8 berita yang belum melakukan verifikasi
terhadap fakta adalah menggunakan keterangan narasumber yang tidak
berwenang dan tidak sesuai dengan bidangnya dalam memberikan informasi
terkait.

Kemudian sub kategori Klarifikasi pernyataan antar narasumber, terdapat 5

dari 8 berita telah menerapkan klarifikasi pernyataan antar narasumber
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terkait, dan 3 dari 8 berita belum Klarifikasi pernyataan antar narasumber
terkait. Dengan demikian, artinya angka penerapan Klarifikasi pernyataan
antar narasumber terkait (5 berita) adalah lebih tinggi dibandingkan dengan
angka pelanggarannya (3 berita).

. Poin keberimbangan berita. Terdapat 2 dari 8 berita telah melaksanakan asas
keberimbangan berita, sedangkan 6 lainnya belum menerapkan asas
keberimbangan dalam menyajikan pro dan kontra. Dengan jumlah
pelanggaran sejumlah 6 angka, maka poin keberimbangan merupakan
kategori dengan tingkat pelanggaran yang paling tinggi di antara kategori
lainnya.

Poin tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Dari tabel
rekapitulasi di atas, maka dapat disimpulkan jika 3 dari 8 berita tidak
mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, dan 5 dari 8 berita
masih mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Artinya, angka
pelanggaran  lebih  tinggi  dibanding angka penerapan tidak
mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Dengan angka
pelanggaran sejumlah 5 berita, maka poin ini berada di peringkat kedua
tingkat pelanggaran terhadap KEJ tertinggi setelah keberimbangan berita.
Poin asas praduga tidak bersalah. Terdapat 1 dari 3 berita yang dapat
dianalisis telah menerapkan asas praduga tidak bersalah, dan 2 dari 3 berita
belum menerapkan asas praduga tidak bersalah. Artinya, meski hanya terpaut
satu angka namun angka pelanggaran tetap lebih tinggi dibanding angka

penerapan asas praduga tidak bersalah.
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B. Saran

Dalam pelaksanaan penelitian terkait bidang jurnalistik ini, peneliti
menemukan beberapa kendala baik dari intern dan ekstern diri peneliti. Adapun
beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan guna memberikan refleksi bersama
untuk berbagai pihak.

Pertama, ada baiknya ada peningkatan kualitas pengajaran bagi seluruh
dosen pengampu di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sehingga dapat
memperlebar khasanah keilmuan dan selalu memperbaharui informasi yang akan
disampaikan kepada mahasiswa berdasarkan penelitian-penelitian komunikasi
terbaru. Selama ini pembahasan mata kuliah di dalam kelas hanya diarahkan pada
pemahaman teori belaka. Pembelajaran tidak diarahkan kepada pembahasan
masalah-masalah terbaru dalam dunia komunikasi dan jurnalistik. Dengan
demikian, metode pembelajaran tidak mampu mengasah intuisi mahasiswa untuk
menerapkan analisis berdasarkan teori yang diterimanya di kelas terhadap
permasalahan yang nyata hadir di dalam masyarakat. Sehingga, dengan
diperbaikinya kualitas pengajaran di Komunikasi dan Penyiaran Islam diharapkan
dapat meningkatkan kualitas penelitian terutama skripsi di jurusan Komunikasi
Penyiaran Islam.

Kedua, untuk para jurnalis dan seluruh awak media massa, agar mampu
mengembalikan fungsi media menjadi sehat kembali sebagai media penyampai
informasi bukan hanya menjadi alat propaganda. Seperti yang dikatakan oleh
sastrawan Pramoedya Ananta Toer, adillah sejak dalam pikiran. Dalam

menuliskan peristiwa pro dan kontra, sebaiknya jurnalis dapat memberikan karya-
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karya yang memberikan akomodasi yang sama rata dan sama adil agar mampu
menjadi jalan tengah diantara dua pihak pro dan kontra tersebut. Bukan sebagai
media yang turut serta berpihak diantara pro maupun kontra. Penyambung lidah
merupakan fungsi pers yang telah lama terlupakan. Menguji informasi secara
lengkap kepada kedua belah pihak pro dan kontra merupakan kunci penting
menciptakan jalan tengah dan bisa saja memberikan solusi diantara pro & kontra

tersebut.
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Politikus Gerindra Ditangkap Terkait Reklamasi

® DADANG KURNIA

JAKARTA — Ketua Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) Agus Ra-
hardjo mengiyakan telah melakukan
penangkapan terhadap anggota
DPRD DKI.Jakarta, Mohamad Sanusi
(MSN). Penangkapan tersebut, me-
nurut dia, terkait suap pembahasan
rancangan peraturan daerah (raper-
da) vang berhubungan dengan proyek
reklamasi wilayah pesisir Jakarta
Utara oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Agus, penangkapan dila-
kukan pada Kamis (31/3) malam se-
kitar pukul 19.30 WIB. Saat itu, KPK

melakukan OTT (operasi
tangkap tangan) terhadap
Sanusi dan satu orang lain-

@ Indepth

uang atan hadiah untuk pe-
nyelenggara negara yang
melakukan pembahasan

nya berinisial GER yang KPK Dalami  p .\ cana Peraturan Daerah
merupakan pegawai swasta Suap untuk Raperda) tentang Rencana
di sebuah pusat perbelanjaan Kajati DKI 7o nasi Wilayah Pesisir dan
di Jakarta Selatan. Menurut Him- 9 Pulau-Pulau Kecil Provinsi

dia, GER memberikan uang
tersebut atas perintah Personal Assis-
tant PT Agung Podomoro Land (APL)
Trinanda Prihantoro (TPT)

Selain menangkap duaorangter-
sebut, KPK juga turut menangkap
Trinanda Prihantoro dari kantornya
vang berada di kawasan Jakarta Ba-
rat. Menurut Agus, GER memberikan

Jakarta tahun 2015-2035
dan Raperda tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Pantai Uta-
ra Jakarta.

Sanusi adalah ketua Komisi D
DPRD DKI Jakarta yang membidangi
pekerjaan umum dan tata ruang DKI
Jakarta. Komisi tersebut vang sejauh
ini membahas raperda-raperda ter-

kait rencana reklamasi Teluk Jakarta.
Dalam OTT tersebut, KPK berha-
sil mengamankan barang bukti be-
rupa uang sebesar Rp 1 miliar dan Rp
140 juta. “Ini merupakan pemberian
kedua kepada MSN setelah sebelum-
nya diberikan sebesar Rp 1 miliar pa-
da tanggal 28 Maret 2016,” kata Agus,
digedung KPK, Jakarta, kemarin.
Dalam perkara ini, KPK telah me-
netapkan tiga orang sebagai tersang-
ka, salah satunya Sanusi sebagai pe-
nerima. KPKjuga menetapkan Aries-
man Widjaja (AWJ) yang tak lain

Bersambung ke him 9 kol 1-3
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Politikus Gerindra Ditangkap Terkait Reklamasi ..............c.uc......

adalah presiden direktur PT APL
sebagai tersangka pemberi suap.
Tersangka ketiga adalah Trinan-
da Prihantoro dengan peran se-
bagai perantara.

Selepas pengumuman ter-
sangka, Ariesman Widjaja me-
nyerahkan diri ke KPK pada Ju-
mat (1/4) malam. Ia memasuki
gedung KPK dikawal petugaslem-
baga antirasywah. PT Agung Po-
domoro Land melalui anak usa-
hanya, PT Muara Wisesa Samu-
dera, diketahuitelah mengantongi
proyek reklamasi untuk tigapulau
buatan seluas 165 hektare.

Raperda Rencana Tata Ru-
ang Kawasan Strategis Pantai
Utara Jakarta diusulkan oleh
Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama ke DPRD DKI
pada November 2015. Salah satu
isi beleid itu akan mengatur
sejumlah kesepakatan antara
Pemprov DKI dan pengembang.
DPRD DKI sempat menolak
usulan itu sebanyak tiga kali.

Rapat internal terakhir yang
dilakukan Pemprov DK1.Jakarta
dan DPRD terkait raperda ter-
sebut digelar pada 17 Maret lalu.
Pihak DPRD DKI Jakarta sejauh

ini masih menyoal pasal perma-
kaman dan izin pelaksanaan rek-
lamasi.

Disinggung soal penangkapan
Sanusi kemarin, Gubernur Ja-
karta Basuki Tjahaja Purnama
vang akrab disapa Ahok justru
menyinggung bahwa Sanusi biasa
hidup bermewah-mewah. “Kamu
cek aja berapa penghasilannya,
gaya hidupnya,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa
Sanusi bisa jadi penyebab tertun-
danya pembahasan raperda. Ahok
mengatakan, Sanusi kerap me-
nunda rapatyang digelar tim. “Dia
selaluundur-undur, mungkinada
hubungannya dengan ini, saya
enggak tahu,” kata Ahok.

Ahok mengatakan, tiap kali
digelar rapat paripurna memba-
has raperda reklamasi, Sanusi
kerap tidak terlihat. Meski demi-
kian, Ahok tak mau berkomentar
lebih jauh terkait penangkapan
Sanusi.

Ahok mempercayakan peme-
riksaan Sanusi kepada KPK. Dia
meminta semua tersangka ter-
kait kasus tersebut diproses seca-
ra hukum, termasuk direktur
utama PT APLyang kini menjadi

veeeeeeee darihlm 1

tersangka. “Kalau udah terbukti,
udah tersangka, pasti diproses
sesuai hukum,” katanya.

Ketua Bidang Advokasi DPP
Partai Gerindra, Habiburokh-
man, menyatakan akan membe-
rikan sanksi tegas kepada Sa-
nusi. Dia menyebut Sanusi ter-
ancam dipecat sebagai anggota
partai. “Gerindra tetap dalam
posisi mendukung KPK untuk
melaksanakan tugasnya melaku-
kan pemberantasan korupsi de-
ngan baik,” katanya.

Wakil Ketua Umum DPP
Partai Gerindra Arief Pouyono
mendatangi gedung KPK terkait
penangkapan Sanusi, kemarin.
Arief berjanji tidak akan mem-
berikan pembelaan jika Sanusi
terlibat korupsi. “Tidak ada ban-
tuan hukum,” kata Arif.

Ariefjuga meminta KPKagar
tidak tanggung-tanggung dalam
kasus tersebut. Artinya, KPK ha-
rus bisa mengungkap kasus ter-
sebut hingga tuntas. Bahkan, jika
ada kader Partai Gerindra lain-
nya yang terlibat dalam kasus
tersebut, Arief meminta KPK
untuk segera menangkapnya.

W ci8 ed: fitriyan zamzami
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Momentum Hentikan Reklamasi

JAKARTA—Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
Riza Damanik berharap, reklamasi Teluk PantaiUtara Jakarta dihentikan.
Pengungkapan kasus korupsi pada pembahasan peraturan daerah tentang izin
reklamasi Teluk Pantai Jakarta di DPRD DKI Jakarta layak dijadikan
momentum untuk penghentian tersebut.

Menurutnya, baik Presiden maupun Pemprov DKI Jakarta, mestinya segera
menghentikan reklamasitanpa harus menunggu putusan pengadilan. "Tak
perlu menunggu putusan PTUN karena sudah cukup terang-benderang (kental
dengan korupsi),” kata Riza di Jakarta, Sabtu (2/4).

Riza khawatir, jika reklamasi tersebut dilanjutkan, ada praktik pembiaran
yang dampaknya sangat serius bagi masyarakat luas, terutama di Jakarta.
Apalagi, selama ini proyek reklamasi itu selain meminggirkan para nelayan,
juga sangat kental dengan aroma korupsi. "Penambangan dan pengerukan,
berhentilah. Tak perlu dilanjutkan. Kalau ini dibiarkan, ada praktik pembiaran
yang cukup serius,” ucapRiza.

Sementara, saat ditanya tentang kemungkinan dilanjutkan atau tidaknya
reklamasi Teluk Pantai Jakarta, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, jawab-
annya ada di pengadilan. KPK hanya bisa berusaha agar majelis hakim nanti-
nya mampu memberikan keputusan yang berpihak pada rakyat banyak.

W dadang kurnia ed: firkah fansuri
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— ~ o -
wasan reklamasi di perairan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa [5/4). Reklamasi Teluk Jakarta kembali jadi

e -

sorotan menyusul terungkapnya kasus suap rancangan peraturan daerah proyek Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Susi Minta
Kesalahan Izin
Reklamasi
Diselesaikan

©® MUHAMMAD NURSYAMSI, RIZKY SURYARANDIKA

JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti mulai angkat bicara soal reklamasi Teluk
Jakarta selepas menjadi sorotan. Menurutnya, jika
adakesalahan-kesalahan perizinan terkait proyek
Pemprov DKI Jakarta tersebut, harus diselesaikan.

“Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama) gubernur yang hebat. Kalau ada
kesalahan-kesalahan izin, itu

bisa diselesaikan dan juga per- ® _:nmﬁn_..
syaratan-persyaratan apa yang

harus dilakukan dalam rekla- Sanusi Mulai
masi tentunya bisa dilakukan,” Diperiks
wjarnya di kantor Kementerian e
Kelautan dan Perikanan Him-9

(KKP), Jakarta, Selasa (5/4).

Kendati demikian, Susi menekankan bahwa ia
enggan bicara banyak terlebih dahulu soal polemik
reklamasi tersebut. la khawatir kasus tersebut bakal
dipolitisasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ia juga menegaskan
bahwa reklamasi Teluk Jakarta adalah persoalan
pelik yang membutuhkan persiapan data secara
lengkap sebelum dibuka secara gamblang.

Bersambung ke him 9 kol 1.6
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Pada kesempatan yang lain,
Susi menegaskan bahwa semen-
tara perizinan-perizinan dibena-
hi, Pemprov DKI bisa menunda
proyek reklamasi. “Sebelum &zin-
nya dijalankan, di-postpone
(ditunda) dulu,” kata Susi di sa-
lah satu televisi swasta, kemarin
malam. la mengatakan, penun-
daan tersebut bisa digunakan
untuk menjalankan program-
program kompensasi untuk para
nelayan yang terdampak.

Sebelumnya, sejumlah pihak
telah menyatakan keberatan de-
ngan proyek reklamasi. Keberat-
an pihak-pihak tersebut didasari
pertimbangan kerusakan ling-
kungan hidup akibat reklamasi
dan kewenangan perizinanyang
dilanggar Pemprov DKI Jakarta.

Reklamasi Teluk Jakarta
menjadi sorotan menyusul Ko-
misi Pemberantasan Korupsi
(KPK) mengungkap kasus duga-
an suap rancangan peraturan
daerah (raperda) reklamasi Te-
luk Jakarta, pekan lalu. Dari situ,
sorotan melebar ke soal keabsah-
an proyek Pemprov DKI Jakarta
tersebut.

Proyek reklamasi dimulai
dari penerbitan Keppres Nomor
52 Tahun 1995 tentang Rekla-
masi Pantai Utara Jakarta yang
ditetapkan oleh Presiden Soe-
harto. Beleid itu menyerahkan
kewenangan reklamasi ke Pem-
prov DKI Jakarta.

Kendati demkian, pada
2003, Kementerian Lingkungan
Hidup mengeluarkan Surat Ke-

PRI s {1 1111 1¢ (% !

putusan Nomor 14 Tahun 2003
tentang Ketidaklayakan Rencana
Kegiatan Reklamasi dan Revi-
talisasi Pantai Utara Jakarta. Ke-
putusan itu kemudian dibatalkan
Mahkamah Agung menyusul
gugatan sejumlah pengembang
vang telah mengantongi izin.
Pada 2008, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menge-
luarkan Perpres Nomor 54 Ta-
hun 2008 tentang Penataan Ru-
ang Kawasan JaKarta, Bogor, De-
pok, Tangerang, Bekasi, Puncak,
Cianjur. Perpres tersebut men-
cabut Kepres Nomor 52 Tahun
1995 dan Keppres Nomor 73
Tahun 1995 soal reklamasi. Se-
bagian pihak menilai perpres
baru tersebut menghapus kewe-
nangan Pemprov DKI Jakarta

meski pihak Pemprov DKI
mengklaim bahwa klausulyang
dihapus hanya soal tata ruang.

Kemudian pada 2012, pada
masa gubernur DKI Jakarta Fau-
zi Bowo, DPRD Jakarta menge-
sahkan Perda DKI Jakarta No-
mor 1 Tahun 2012 tentang Ren-
cana Tata Ruang Wilayah 2030.
Menyusul pengesahan itu, Fauzi
Bowo juga memberikan izin pe-
ngembangan pulau bagi pe-
ngembang disusul oleh pem-
berian izin serupa oleh Basuki
Tjahaja Purnama pada 2014.

Pada akhir 2015, Kementeri-
an Kelautan dan Perikanan me-
minta moratorium reklamasi.
Alasannya menggunakan per-
pres pada masa presiden Susilo
Bambang Yudhoyono terkait ke-
wenangan perizinan di wilayah
laut strategis.

Terkait polemik reklamasi,

Basuki Tjahaja Purnama menga-
takan semua izin reklamasi pan-
tai Jakarta memang berada di
tangan pemerintah pusat. Na-
mun, kewenangan itu bisa di-
delegasikan pada Pemerintah
Provinsi DKI.

Pria yang akrab disapa Ahok
itu mengatakan, Sekretaris Kabi-
net Pramono Anung tak salah ji-
ka menyebut kewenangan rekla-
masi ada di pemerintah pusat.
Namun, ia menegaskan, terdapat
pasal dalam Keppres Nomor 52
Tahun 1995 yang menyebutkan
bahwa kewenangan pusat bisa
diberikan ke pemprov melalui
gubernur DKI.

“Semua zin reklamasi ada di
pusat, Tapi, pada pasal-pasal
peraturan ada disebutkan pusat
bisa mendelegasikan kewenang-
annya ke gubernur. Khusus DKI1
didelegasikan ke gubernur DKI.

Enggak usah banyak kerjaan
bahas itu,” katanya, Selasa (5/4).
Ia juga menegaskan enggan
menghentikan proyek reklamasi
pantai utara Jakarta meski ada
kasus korupsi di belakangnya.
Ahok mengatakan, jika ada pi-
hak yang tidak suka terhadap
reklamasi pantai, harus memba-
wa kasusnya ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN).
Sementara itu, Ketua Komisi
Informasi Pusat (KIP) Abdulha-
mid Dipopramono mengatakan,
kebijakan reklamasi di Teluk
Jakarta merupakan bukti diabai-
kannya keterbukaan informasi
publik oleh para elite pengambil
keputusan. “Jangankan terbuka
kepada publik, bahkan koordi-
nasi antarkementerian dan an-
tarpemerintah pusat dan daerah
pun tidak dilakukan,” kata dia.

Wantaraed: fitriyan zamzami
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Eksekutif Terlibat

@ FAUZIAH MURSID

Ada hubungan erat
antara Ahok, Sunny,
dan Podomoro.

JAKARTA—Tak hanya pihak
swasta dan DPRD DKI Jakartayang
memiliki kepentingan dalam kasus
suap pembahasan Raperda Rekla-
masi Teluk Jakarta. Mantan wakil gu-
bernur DKI.Jakarta Prijanto menilai,
ada kepentingan eksekutif ‘bermain’
dalam kasusini lantaran kasus suap
yang melibatkan Ketua Komisi D
DPRD M Sanusi dan pihak PT Agung
Podomoro Land (APL) itu bertujuan
mengegolkan raperda tentang zonasi
reklamasi Teluk Jakarta.

“Eksekutif, menurut logika saya,
ada kepentingannya terlibat disitu,”
kata Prijanto dalam diskusi bertajuk
“Reklamasi Penuh Duri” di Cikini, Ja-
karta, Sabtu (9/4).

Wagub era periode Fauzi Bowo
(Foke) itu beralasan, ada tiga kepen-
tingan yang terlibat dalam pembaha-
san raperda tersebut, yakni eksekutif,
legislatif, dan pihak pengembang,.

Kepentingan eksekutif, dalam hal
ini Pemprov DKI, menurut Prijanto,
lantaran sudah ada izin reklamasi
yang dikeluarkan kepada pengem-
bang di salah satu dari 17 pulau re-
klamasi. Namun, zin itu terkendala
lantaran belum ada payung hukum

izonasi rekl i

Selain itu, ia juga menilai, ke-
terlibatan eksekutif dalam kasus ini
tampak dari permintaan pihak pem-
prov kepada swasta untuk proaktif
dalam suatu rapat pembahasan re-
klamasi yang dihadiri pthak PT APL.
Ia sendiri tidak memerinci dengan
jelas pertemuan tersebut, tetapi me-
miliki bukti rekaman instruksi pro-
aktifito.

“Dirapat ini, ada sesuatu instruk-
si yang abu-abu, tolong dong pe-
ngembang proaktif. Itu berarti di da-
lam konteks permasalahan hubungan
antara eksekutif, swasta, dan legis-
latif, ada korelasi,” katanya.

Meski begitu, Prijanto mengata-
kan, untuk menjelaskan keterkaitan
eksekutif dalam kasus ini, tentu harus
menunggu penegak hukum, yaitu Ko-
misi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Cuma memang kita harus sabar dulu
dengan KPK, biar KPK yang usut tun-
tasini,” ujarnya.

Kasus suap ini bermula pascaope-
rasi tangkap tangan (OTT) KPK pada
Kamis (31/4). KPK juga telah mene-
tapkan tiga orang sebagai tersangka
dalam kasus ini, yakni Ketua Komisi
D DPRD DKI Jakarta Mohammad
Sanusi, Personal Assistant PT APL
Trinanda Prihantoro, dan Presiden
Direktur PT APL Ariesman Widjaja.

Prijanto pun tidak heran menga-
pa Sunny Tanuwidjaja termasuk
menjadi orang yang dicegah KPK.
Sunny yang disebut staf khusus Gu-
bernur DKI Jakarta Basuki (Ahok)
ini diduga memiliki keterkaitan de-
ngan kasus suap tersebut.

Prijanto mengakui, Sunny adalah
orang terdekat Ahok yang bertugas
menjadi salah satu staf pribadi Ahok.
Prijanto bercerita pengalamannya
pada medio 2013 saat ia hendak me-
laporkan dugaan pelanggaran yang
dilakukan PT APL dalam kasus
Taman BMW kepada Ahok. Saat itu,
Ahok masih menjadi wagub DKI.

Prijanto terlebih dahulu mene-
mui Sunny terkait dugaan tanah ber-

Sunny adalah
orang terdekat
Ahok yang bertu-
gas menjadi salah
satu staf pribadi.

sertifikat ‘bodong’ yang diserahkan
PT Agung Podomoro Land kepada
Pemprov DKI. Menurut Prijanto,
Sunny mengakui memang ada indi-
kasi pelanggaran itu dan ia menga-
takan laporan itu akan ditindaklan-
juti dan dilaporkan kepada Ahok.
Namun, yang menjadi k h

berjumlah 26 hektare itu.

“Jadi, kalau tanya siapa Sunny
dan hubungan Podomoro, saya sim-
bolkan ada hubungan erat antara
Ahok, Sunny, dan Podomoro kaitan
disininya terjadi pembiaran terhadap
kasus korupsi masa lalu atau mung-
kinikut di dalamnya,” kata Prijanto.

Pakar oseanografi dari Institut
Pertanian Bogor, Alan Koropitan,

akan, selain ber lah de-
ngan aturan hukum yang belum jelas,
reklamasi Teluk Jakartajuga dinilai
tidak bermanfaat sama sekali bagi
lingkungan. “Malah bisa memperpa-
rah, tidak ada manfaat bagi lingkung-
an sama sekali,” ujarnya di tempat
yang sama.

Alan mengatakan, dari sisi ling-
kungan, reklamasi tidak bisa mence-
gah banjir di pesisir, mengurangi se-
dimentasi di sungai, dan kualitas air
di sekitarnya.

Hal inijuga diperkuat dengan la-
poran kesimpulan Danish Hydraulic
Institute (DHI) pada 2011 yang men-
jadi konsultan Kementerian Luar Ne-
geri dalam mengkaji dampak ling-
kungan dari terbentuknya 17 pulau
reklamasi tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Very
Yonnevil Munir, mengatakan, DPRD
DKI telah sepakat untuk menunda
raperda rekl: i, “Biar

Tak
peml

kata Prijanto, sepekan setelahnya,
justru Pemprov DKImengemukakan
tidak ada pelanggaran terkait itu. Pa-
dahal, menurut Prijanto, jelas-jelas
ada pemanipulasian serah terima
lahan Taman BMW yang semestinya

inidibahas DPRD DK1Jakarta perio-
de akan datang saja,” kata Very.

Menurutnya, sejak awal pemba-
hasan, raperda sudah bermasalah
dan terkesan dipaksakan.

W ed: firkah fansuri
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Reklamasi di Tangan

@ RIZKY SURYARANDIKA

Penundaan raperda
zonasi otomatis
menunda raperda tata
ruang terkait
reklamasi.

JAKARTA — DPRD DKI Jakarta
telah sepakat menunda pembahasan
rancangan peraturan daerah (raperda)
reklamasi Teluk Jakarta pada Sabtu
(9/4) lalu. Menyusul putusan itu,
DPRD menyerahkan kelanjutan pro-
yek kontroversial tersebut ke tangan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja

lalui pegawainya Trinanda Prihantoro.

Uang yang diterima Sanusi saat
operasi tangkap tangan berkisar Rp
1,4 miliar. Meski begitu, pihak KPK
menyatakan, sempat terjadi pembe-
rian sebelumnya. Ketiganya saat ini
telah dijadikan tersangka.

KPK juga telah mencegah sejum-
lah pihak terkait kasus tersebut. Di an-
taranya, pendiri Agung Sedayu Group
(ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan
dan stafkhusus Ahok, Sunny Tanuwi-
djaja. PT APL dan ASG masing-masing
memiliki anak perusahaan yang men-
jadi pengembang dalam proyek rekla-
masi Teluk Jakarta.

Terkait pembahasan raperda,
Ahok sempat menyebut bahwa peng-
hentian pembahasan akan mengun-
tungkan pengembang. Ahok menjelas-

Purnama alias Ahok. kan, lxdaI\ dibahasnya raperda artinya

“Soal proyek rekl i itu kewe- akan menggunakan Per-
nangan Gubernur untuk melanjud\an da lama Nomor 8Tahun 1995 tentang
atau hentikannya. Sed: an Ren-

pembuatan perda zonasinya dihenti-
kan pembahasannya oleh DPRD,”kata
anggota Komisi D dan Banggar DPRD
DKI Jakarta Prabowo Soenirman ke-
pada Republika, Ahad (10/4). Raperda
yang dihentikan pembahasannya itu
adalah Raperda tentang Rencana Zo-
nasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035

cana Tata Ruang Kawasan Pantai
Utara Jakarta.

Dalam Perda Nomor 8/1995 ter-
sebut, klaim Ahok, kewajiban kom-
pensasi pengembang hanya sebesar
lima persen. Sedangkan, dalam ran-
cangan perda baru, jumlahnya men-
capai 15 persen. Kendati demikian,
Pemprm DKI lelah menyegel pem-

dan Raperda tentang R Tata
Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara
Jakarta.

Kedua raperda tersebut kmslal
bagi
Teluk Jakarta. Regulas: zonasi diper-
lukan Pemprov DKI guna mengizinkan
pengembang melaksanakan pengerja-
an reklamasi dan pembangunan di
atas pulau buatan. Raperda tersebut
juga mengandung klausul tentang be-
saran kompensasi yang harus diba-
yarkan pengembang dari Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) di pulau-pulau
buatan pada Pemprov DKI Jakarta.

Prabowo menegaskan, dengan
penghentian pembahasan raperda zo-
nasi pantai utara Jakarta, otomatis
raperda tata ruang dihentikan. Sebab,
perda zonasi merupakan dasar hukum
perda tata ruang. “(Perda tata ruang)
Sama juga dihentikan karena perda
zonasi sebagai dasar perda tata ruang
tidak ada,” ujarnya.

Soal reklamasi Teluk Jakarta men-
jadi sorotan menyusul operasi tangkap
tangan yang dilakukan KPK, dua pe-
kan lalu. Saat itu, KPK menangkap
Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi
Gerindra, M Sanusi. Ia ditangkap saat
menerima suap yang berasal dari Pre-
siden Direktur PT Agung Podomoro
Land (APL), Ariesman Widjaja, me-

di lah pulan dengan
alasan ketiadaan regulasi zonasi.
W ed: fitriyan 2amzami

KKP Tetap Syaratkan Zonasi

® OLEHMUHAMMAD NURSYAMSYI,
FAUZIAH MURSYID

ersoalan reklamasi Teluk Jakarta bela-

kangan juga diramaikan persoalan silang
kewenangan pemerintah pusat dan Pem-
prov DKl Jakarta. Salah satu yang terlibat

adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
KKP Brah ti Poerwadi gat
kan, terkait hal itu pemerintah memberiamanat
kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1

Tahun 2014 dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU
tersebut, mensyaratkantiga hal.

Dampak dan Lingkungan (Amdall.
“Memang, UU muncul belakang, maka itu
sekarang seluruh pemerintah provinsi dil

SOLIDARITAS Sejumlah aktivis yang tergabung dalam #FromBDGFor BALI melakukan aksi solidaritas penolakan reklamasi
Teluk Benoa Bali pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Dago Bandung, Jawa Barat, Ahad (10/4). Aksi itu se bagai
bentuk solidaritas juga sebagai desakan untuk membatalkan reklamasi.

yang diberikan tidak boleh dilanggar. Begitupun
tentang kejelasan berapa banyak jumlah air yang

mempunyai rencana zonasi,” lanjutnya. Rencana
itu untuk mengatur hal-hal yang mengatur lokasi
konservasi, lokasi yang ada hubungannya dengan
kebutuhan pemerintah, misalkan, pelabuhan, dan
lokasi yang disebut Kawasan Strategis Nasional
(KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu
(KNST).

Oleh karenanya, bagi yang telanjur mener’mt»

harus dan juga iuntuk
masyarakat.

Sedangkan, pakar oseanografi dari Institut
Pertanian Bogor (IPB] Alan Koropitan menilai,
proyek reklamasi 17 pulau di sepanjang pantai
utara Jakarta sebaiknya dihentikan. “Reklamasi
17 pulau tidak layak dariaspek tingkungan. Jadi,
sebaiknya dihentikan,” kata Alan, akhir pekan lalu.

la mene(angkan reklamasi akan menyebab-
K

kanizinreklamasi, ia katakan, harus
kandengan dua UU tersebut. “Dan, kita harus du-
duk bareng. Kan ini tidak bisa berlaku surut, arti-
nya kompensasi-kompensasiyang kita berikan
harus dijalankan, ini mesti ngobrol dulu,”

dia.

“Pertama lingk artinya
Kedua, harus perhatikan sosial ekonomi, yang
ketiga harus membenkan teknis darl reklamasi,”
i saat Ahad (10/4).

Pihaknya berencana melakukan pertemuan
dengan PempvaKl Jakarta dalam waktu dekat.

Dalam hal teknis, harus berik

ya, kata Brahmantya, pertemuan

terkait asal tanah untuk pengurukan serta Analisis

akan di pada pekan ini.
la kan, i

kan d material), sehing-
ga berpotensi banjir, penurunan kualitas air akibat
logam berat dan bahan organik yang berdampak
pada kematian ikan.

Tak hanya itu, akan terjadi penurunan kecepat-
an arus, sehingga proses sirkulasi air tidak ber-
jalan dengan lancar. “Kematian ikan karena
pengaruh logam berat dan bahan organik, terjadi
penurunan arus, sehingga material yang masuk
dari sungai cenderung tertahan disitu [teluk]),”
katanya. med: fitriyan zamzami
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® Aktivitas proyek pembangunan di kawasan reklamasi Teluk
Jakarta, di pantai utara Jakarta, Selasa (5/4).

@ DEBBIE SUTRISNO, SONIA FITRI

JAKARTA — Brosur jual beli bangun-
an dan lahan di pulau-pulau buatan hasil
reklamasi Teluk Jakarta telah beredar
sejak beberapa waktu lalu. Terkait hal
tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang
(ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengata-
kan bahwa prosesnya harus dihentikan.

“Kalau masalah ini, dihentikan saja
prosesnya,” kata Ferry di sela-sela acara
Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat,
Senin {11/4). Jawaban itu ia berikan saat
ditanyai soal lahan reklamasi Teluk
Jakarta yang mulai diperjualbelikan.

Menteri ATR menegaskan, lahan
dalam bentuk apa pun yang dibuat dengan
reklamasi akan menjadi milik negara,
termasuk dengan reklamasi yang tengah

dilakukan di pantai utara
Jakarta. Menurut Ferry, hak
penggunaan lahan (HPL)
ataupun hak guna bangunan

(® Indepth

mengatakan bahwa kegiatan rekla-
masi akan mempersempit dan me-
rusak tata ruang laut di Indonesia.
Ia juga mengatakan, reklamasi ber-

(HGB) lahan tersebut jatuh- & roae tentangan dengan visi pemerintah
e lieas s Bartai Nas- Beriais s
dem ini mengkhawatirkan, Him-9 Sorotan terkait reklamasi Teluk

lahan reklamasiyang sepe-
nuhnya milik swasta akan
menutupi daerah asli. “Kalau reklamasi
ini milik orang lain, nanti wilayah
Indonesia (diluar wilayah reklamasi) bisa
terisolasi oleh wilayah reklamasi yang jadi
milik orang lain,” papar Ferry.

Sebelum kasus itu mengemuka, Ferry
sedianya telah beberapa kali menyoroti

4

proyek-proyek reklamasi di Indc

Jakarta menguat selepas operasi
tangkap tangan yang dilakukan Ko-
misi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua
pekan lalu. Operasi itu menguak suap ran-
cangan peraturan daerah soal reklamasi
antara pihak PT Agung Podomoro Land
(APL) dan oknum DPRD DKI Jakarta.
Menyusul penangkapan tersebut,
proyek-proyek di pantai utara Jakarta

Dalam peryataannya pada April 2015, ia

Bersambung ke him 9 kol 46
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disoroti. Sejauh ini, yang sudah
beredar adalah  promosi
penjualan hunian mewah Pluit
City yang rencananya dibangun
di Pulau G, kawasan reklamasi.
Proyek tersebut dikerjakan PT
APL melalui anak perusaha-
annya, PT Muara Wisesa Samu-
dra. Presiden direktar PT APL
Ariesman Widjaja saatini telah
dijadikan tersangka penyuapan
raperda reklamasi oleh KPK.

Pengamat Tata Kota dari
Universitas Trisakti Nirwono
mengatakan, berdasarkan pe-
ngamatannya, lahan di PulauC,
D, dan G sudah mulai dipasar-
kan dengan harga Rp 25 juta-Rp
40 juta per meter persegi. Jika
dibiarkan, menurutnya, lahan
reklamasi hanya menjadi komo-
ditas dagang kawasan elite.

“Reklamasi juga tidak akan
dirasakan manfaatnya kecuali
oleh kalangan atas. Selebihnya,
nelayan dan warga hanya jadi
alat komoditas,” kata dia, kema-
rin. Ia menekankan, moratorium
proyek harus dilakukan segera
karena proses jual beli tanah un-
tuk pulau buatan yang rampung
sudah dimulai.

Kuasa Hukum PT Muara Wi-
sesa Samudra, Ibnu Akhyat, me-
ngatakan, perusahaan itu tetap
akan melanjutkan reklamasi
yang mereka lakukan di Pulau G.
Paling tidak, dia mengatakan,
hingga ada SK dari gubernur
untuk menghentikan reklamasi
pantai.

Dipihak lain, Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok berkukuh melanjut-
kan proyek reklamasi 17 pulau di
pantai utara Jakarta. Ia menilai,
tak ada undang-undang yang

menghalangi reklamasi.

“Reklamasi tetap berjalan.
Karena, tidak ada undang-un-
dang yang menghalangi rekla-
masi. Termasuk kami juga akan
melakukan reklamasi Pulau O,
P, Q untuk menjadi Port of Ja-
karta,” kata dia. Selain itu, ia me-
nyebut kawasan Ancol pun akan
melakukan reklamasi agar pem-
bangunan Ancol sebagai ka-
wasan wisata kelas dunia dapat
terlaksana.

Namun, ia menekankan, saat
ini penerbitan izin mendirikan
bangunan (IMB) masih harus
menunggu. “Jadi, enggak ada
hambatan. Tapi, kalau kamu
IMB tunggu dulu, ada tahap-
annya,” ujarnya.

Menurut Ahok, penundaan
pembahasan raperda reklamasi
vang diputuskan DPRD DKI
Jakarta akhir pekan lalu tak
bakal menghentikan reklamasi.
Sebab, menurut Ahok, ia masih
bisamengacu pada Perda Nomor
8Tahun 1995 tentang Reklamasi
Pantura Jakarta.

Gubernur DKI menegaskan,
tak akan pernah mengeluarkan
izin reklamasi jika bertentangan
dengan aturan hukum yang ber-
laku. Ahok menyilakan pihak-
pihak penentang reklamasi ma-
layangkan gugatan ke Pengadil-
an Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia mencurigai, pihak-pihak
vang meributkan reklamasioleh
pihak swasta mempunyai motif
lain. “Justru, saya mulai curiga
begitu ada pihak swasta pada
ribut. Mau minta duit atau apa,”
kata Ahok menuding.

Amdal reklamasi
Sementara itu, Wakil Pre-

v darihim 1

siden Jusuf Kalla (JK) menga-
takan bahwa analisis mengenai
dampak lingkungan (amdal)
pelaksanaan reklamasi biasanya
dilakukan di pemerintah pusat.
“Yang paling penting itu tentu
semua upaya seperti begitu
harus ada amdalnya. Saya tidak
tahu amdalnya (reklamasi),
biasanya kalau yang besar
amdalnya itu di pusat,” kata JK
di Kantor Wakil Presiden, Ja-
karta, Senin (11/4).

JK menegaskan, pemberian
izin reklamasi dilakukan jika me-
menuhi amdal serta dapat mem-
berikan manfaat terhadap masya-
rakat setempat. “Reklamasi bu-
kanlah sesuatu hal yang tidak bo-
leh, tergantung analisis lingkung-
annya, kepentingannya, dan
menjaga rakyat,” ujar JK menje-
laskan.

Wapres JK pun menekan-
kan, dalam peraturan yang tam-
pang-tindih, pemerintah biasa-
nya akan mengacu pada peratur-
anvang lebih tinggi. Hal tersebut
mengomentari saling klaim atur-
an antara Ahok dan Menteri Ke-
lautan dan Perikanan Susi Pu-
djiastuti.

Sebelumnya, pihak Kemen-
terian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) menyatakan
sempat menilai amdal yang di-
susun Pemprov DKI terkait re-
klamasitak layak. Pasalnya, me-
nurut Direktur Jenderal Plano-
logi Kehutanan dan Tata Ling-
kungan KLHK San Afri Awang,
Pemprov DKI menganalisis
dampak lingkungan per pulau
alih-alih secara regional.

B rikzy suryarandika/dessy suciati
saputri/hasanul rizqa ed: fitriyan
zamzami
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Pengembang dan Ahok

@ SONIAFITRI, RIZKY SURYARANDIKA

Pemerintah pusat
dan Pemprov DKI
tidak kompak.

JAKARTA — Meski DPR dan peme-
rintah pusat sepakat untuk menghen-
tikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta,
pengembang terus melanjutkan proses
fisik reklamasi Teluk Jakarta hingga
sekarang. Tidak hanya pengembang,
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) menyatakan, pihaknya
terus melanjutkan proyek tersebut.

Sekretaris Perusahaan Agung Podo-
moro Land Justini Omas menerangkan,
pembuatan pulau masih terus berjalan
lancar. “Iya, pembuatan pulau masih ja-
lan, harapan rampungnya 2017 atau
2018, semoga bisa lebih cepat,” kata dia
dalam pesan singkat via SMS kepada Re-
publika. Pulau yang saat ini tengah diker-
Jjakan Agung Podomoro, yakni Pulau G.

Justini menerangkan, pulau tersebut
dikembangkan oleh PT Muara Wisesa
Samudra (MWS) yang merupakan anak
usaha tidak langsung APLN melalui PT
Kencana Unggul Sukses (KUS). MWS
sudah mendapatkan izin pelaksanaan
reklamasi dari Gubernur DKI Jakarta
pada akhir 2014 untuk dapat mulai
membuat pulau.

MWS, lanjut dia, saat ini baru dan
sedang membuat pulau saja dan pulau
tersebut belum jadi secara utuh. “Da-
ratan yang sudah muncul di atas air laut
baru sekitar 18 persen saja dari total Pu-
lau G yg sekitar 160 hektare,” tuturnya.

Ia menegaskan, reklamasi Pulau G
baru mengantongiizin pembuatannya,
tapi belum ada izin tata ruangnya. Se-
bab, raperda zonasi dan tata ruang ma-
sih dibahas di tingkat pemerintahan.

Untuk diketahui, selain PT Agung
Podomoro Land, ada juga PT Agung
Sedayu Grup yang memesan 17 pulau
yang bakal direklamasi di Teluk Jakarta.
Melalui anak-anak perusahaannya,
perusahaan itu juga ingin membangun
di pulau reklamasi tersebut.

Berdasarkan data Badan Perenca-
naan dan Pembangunan Daerah (Bap-
peda) DKI Jakarta, h
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Jaladri Kartika Eka Paksi dan PT Pem-
bangunan Jaya Ancol, Pulau J dan K
oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Pu-
lau L oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
dan PT Manggala Krida Yudha, Pulau
M oleh PT Manggala Krida Yudha dan
PT Pelindo, Pulau N oleh PT Pelindo,
Pulan O oleh PT Jakpro, serta Pulau P
dan Q oleh PT Kek Marunda Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tja-
haja Purnama (Ahok) menegaskan, kep-
utusan kelanjutan proyek reklamasi
bergantung pada lembaga eksekutif. Ba-
ginya, pihaklegislatif tak punya banyak
peran dalam menentukan kelanjutan
reklamasi.

“Yang pasti reklamasi itu kalau dia
menolak pun, silakan DPR putusin. Se-
karang Ibu Susi berani enggak batalin
reklamasi? Makanya kita tunggu saja,
aku mah nurut-nurut sajalah,” katanya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa
Ahokitu mengaku tak masalah jika DPR
hendak mengeluarkan undang-undang
untuk menghentikan reklamasi. Namun,
menurutnya, UU yang nantinya jadi
dibuat itu pun masih bisa diuji materiil
ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ohsilakan saja kalau dia keluarkan
UU harus sama Presiden. Lalu meng-
hentikan itu UU aja bisa diuji ke MK.”

Pada kesempatan itu, Ahok mene-
gaskan akan terus melanjutkan proyek
reklamasi. Syaratnya hanya satu, yaitu
tak merusak lingkungan.

Proyek reklamasi merupakan hal
yang wajar terjadi. Apalagi, menurutnya,
negara-negara lain tengah gencar mela-
kukan reklamasi. Khususnya, negara
dengan wilayah kecil seperti Singapura.

Sebelumnya, Komisi IV DPR dan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti bersepakat untuk menghen-
tikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Kesepakatan ini tertuang dalam kesim-
pulan rapat kerja antara Komisi IV dan
Susi, Rabu (13/4), yang salah satu poin-
nya adalah dorongan kepada Menteri
Susi untuk lebih tegas dalam menyikapi
proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pengamat tata ruang dari Univer-
sitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menu-
turkan, pemerintah harus segera me-
nyudahi polemik reklamasi Teluk
Jakarta yang semakin memanas. Peme-
rintah pusat dan daerah pun harus satu

T
usahaan itu adalah Pulau A, B, C, D, B
oleh PT Kapuk Niaga Indah dan Pulau
F oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Selain itu, Pulau G oleh PT Muara
Wisesa Samudera, Pulau Holeh PT Ta-
man Harapan Indah, Pulau I oleh PT

snara ikapi proyek rekl i hwal
tetap lanjut atau tidak. Demikian pula
dengan aturannya, jika proyek tersebut
nekat untuk tetep dilanjutkan. “Maka-
nya ini pemerintahnya dulu yang harus
satusuara,” kata dia.

W uminur fadhilah ed: muhammad hafil

Jangan hanya
mengganti ru-
mah bagi nela-
yan yang ter-
ganggu, tapi
kehidupan ke
depannya yang
diperhatikan.
Menteri Kelautan dan

rikanan
Susi Pudjiastuti

DPR bersepakat
dengan Kemen-
terian Kelautan
dan Perikanan
untuk meng-
hentikan rek-
lamasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR
HermanKhaeron

AATEAUATY L LINGREPG

J)

Saatnya warga
menunjukkan
bahwa kota ini
bukan
pemprov,
apalagi bos
properti.

Anggota DPD
Fahira ldris

Melawan

OMENTAR PETINGGI NEGERI SOAL REKLAMASI

ARSI ATY XL INGFEIBIAD

Untuk meng-
hentikan rekla-
masi, peme-
rintahdan DPR
harus membuat
UU. Itu pun ma-
sih bisa digugat.

Gubernur DKI Jakarta
BasukiTjahaja Purnama
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Ahok Bantah Terima Uang Aguan

® RIZKY SURYARANDIKA
AMRIAMRULLAH

JAKARTA — Gubernur DKIJa-
karta Basuki Tjahaja Purnama mem-
bantah tudingan adanya aliran uang
yang mengalir dari bos Agung Sedayu
Group (ASG), Suginto Kusumah alias
Aguan, kepada kelompok Teman
Ahok. Pria yang akrab disapa Ahokitu
meminta pembuktian jika benar ada
uang Aguan masuk ke kantong Teman
Ahok.

Namun, ia mengakui, Teman
Ahok banyak memperoleh bantuan,
baik itu keuangan ataupun sarana dan
prasarana. Teman Ahok merupakan
kelompok yang mengumpulkan KTP

dukungan bagi Ahok agar mampu
melenggang sebagai cagub in-
dependen.

“Wah saya enggak tahu. Kita mes-
ti buktikan. Karena Teman Ahok saya
tanya dia dapat berapa duit? (Jawab
mereka) Enggak ada duit masuk.
Kalau dicek di mal-mal, misalnya di
Pluit, mereka mendapat sumbangan
sendiri, dan ada beberapa teman yang
menyumbang sendiri. Teman Ahok
juga merasa enggak keluar duit,”
ujarnya kepada wartawan di Balai
Kota, Kamis (14/4).

Ahok mengatakan sudah mengon-
firmasi tuduhan itu kepada Sunny
Tanuwidjaya.

Sebab, Sunny kerap menjadi peng-

hubungnya dengan pengusaha. Ada-
pun Agnan sendiri mengaku kepada
Ahok bahwa ia tak pernah memberi
sumbangan.
Sementara itu, pengamat politik,
J Kristiadi, mengatakan, pengakuan
staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja, terkait
seringnya Ahok bertemu Aguan, perlu
dibuktikan lebih lanjut oleh KPK.
Menurut dia, pertemuan Ahok
dengan Aguan sebenarnya sah-sah
saja karena hakikatnya kepala daerah
tidak dilarang bertemu pengusaha.
Namun, yang menjadi masalah apa-
kah pertemuan itu menghasilkan
transaksi politik vang mengarah pada
tindak pidana korupsi atau tidak.
W ed: muhammad hafil
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Coding Sheet 2
Momentum Hentikan Reklamasi
Edisi : 3 April 2016

No | Unit Analisis | Sub-Unit Analisis Temuan Peneliti
2 narasumber kredibel: Ketua KPK (Agus
Verifikasi Rahardjo), Ke_tga Umum Kes_atuar)
Nelayan Tradisional Indonesia (Riza
Terhadap Fakta )
Damanik).
1 Menguji
Informasi Klarifikasi atau Uji | Tidak adanya kalrifikasi atau uji silang
Silang Pernyataan informasi terhadap pihak Pemprov DKI
& Informasi Antar | atau pihak pelaksana reklamasi terkait
Narasumber yang kebijakan untuk nelayan terdampak dan
Berkaitan dampak reklamasi terhadap lingkungan
Kategori satu sisi. Paragraf didominasi
oleh narasumber dari pihak KNTI yang
memberikan penolakan terhadap reklamasi
dan mengharapkan reklamasi segera
dihentikan.
o T o Kontra terhadap reklamasi : 3 paragraf
Keberimbangan R fasi Pro- Pandangan netral terhadap reklamasi : 1
Berita epreselli-Sglg paragraf
Kontra
Tidak muncul narasumber yang
mengimbangi pendapat dari kontra
reklamasi tersebut.
Tidak
i campur ...Juga sangat kental dengan aroma
3. | adukkan fakta korupsi (paragraf 3)
dan opini yang KOTuUpst {parag
menghakimi
Menghormati
4. asas praduga -

tak bersalah
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Coding Sheet 3

Susi Minta Kesalahan 1zin Reklamasi Diselesaikan
Edisi : 6 April 2016

No

Unit Analisis

Sub-Unit Analisis

Temuan Peneliti

Menguiji
Informasi

Verifikasi
Terhadap Fakta

3 narasumber: Menteri Kelautan dan
Perikanan (Susi Pudjiastuti), Pemprov
DKI (Basuki Tjahaja Purnama), Ketua
Komisi Informasi Pusat (Abdulhamid
Dipopramono).

Klarifikasi atau Uji
Silang Pernyataan
& Informasi Antar
Narasumber yang
Berkaitan

Informasi yang didapat berdasarkan
konfirmasi pada pihak yang berwenang
dan kredibel. Seluruh  narasumber
memiliki kredibilitas untuk
mengomentari sesuai dengan
kapasitasnya.

Keberimbangan
Berita

Source Bias
Representasi Pro-
Kontra

Kategori dua sisi. Narasumber yang
ditampilkan telah memberikan tiga sudut
pandang, yakni pro dan kontra hingga
pendapat yang menengahi pro kontra.
Sudut pandang yang dibuat adalah antara
Kementerian Kelautan & Perikanan yang
kontra reklamasi, pihak Pemprov DKI
yang pro reklamasi, dan ketua KIP yang
menilai antara pemerintah pusat dan
pemerintah  daerah  yang  kurang
koordinasi sehingga terjadilah selisih
faham seperti demikian.

Kontra terhadap reklamasi : 5 paragraf
Pro terhadap reklamasi : 4 paragraf

5:4

Tidak
mencampur
adukkan fakta
dan opini yang
menghakimi

Tidak terdapat kata atau kalimat opini di
dalam berita diatas.

Menghormati
asas praduga
tak bersalah

Menggunakan kata ‘diduga’ dalam
menjelaskan proses hukum kasus suap
yang masih dalam proses pemeriksaan
lebih lanjut. Dapat terlihat pada paragraf
6 .... (KPK) mengungkap kasus dugaan
suap rancangan peraturan daerah
(raperda) reklamasi Teluk Jakarta....
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Coding Sheet 4
Eksekutif Terlibat
Edisi : 10 April 2016

No

Unit Analisis

Sub-Unit Analisis

Temuan Peneliti

Menguji
Informasi

Verifikasi
Terhadap Fakta

e 3 narasumber: Mantan Wagub DKI
Jakarta era Fauzi Bowo (Prijanto), Pakar
Oseanografi IPB  (Alan Koropitan),
Anggota DPRD DKI Jakarta, (Very
Yonnevil Munir).

Data dan informasi didapat
narasumber yang jelas dan kredibel.

dari

Klarifikasi atau Uji
Silang Pernyataan
& Informasi Antar
Narasumber yang

e Paragraf 1-13 berisi prasangka salah satu
narasumber terhadap pihak eksekutif
DKI Jakarta yang diduga memiliki
kedekatan dan kepentingan dengan pihak
pengembang. Namun  penulis berita
tidak melakukan verifikasi kepada pihak
eksekutif (Pemprov DKI) yang didalam

tak bersalah

Berkaitan berita  ini  disangkakan  memiliki
kedekatan serta memiliki kepentingan
dengan pihak Pengembang tersebut.
Kategori satu sisi. Sudut pandang yang
diberikan hanya mengakomodasi pihak
yang kontra terhadap reklamasi, baik
dipandang dari  legalisasi  hukum
maupun lingkungan

_ Source Bias Kontra terhadap reklamasi : 18 paragraf
o | Keberimbangan Representasi Pro- Tidak muncul sama sekali (0 paragraf)
Berita Kontra pendapat dari pihak yang berseberangan
pandangan dengan ketiga narasumber
diatas.
Tidak Ada hubungan erat antara Ahok, Sunny
mencampur dan Podomoro (lead)
3. | adukkan fakta
dan opini yang
menghakimi
Berita masih dalam tahap prasangka dan
Menghormati belum tentu kebenarannya. Salah satu
4. asas praduga contohnya terdapat pada bagian :

e Judul Eksekutif Terlibat.
"Eksekutif Diduga Terlibat"

Harusnya
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Coding Sheet 5
Reklamasi di Tangan Ahok
Edisi : 11 April 2016

No | Unit Analisis | Sub -Unit Analisis Temuan Peneliti
e 2 narasumber: Anggota Komisi D dan
Banggar DPRD DKI Jakarta (Prabowo
Soenirman), Pemprov DKI (Ahok).
Verifikasi o Infor_masi. yang _didapat berdasarkan
Terhadap Fakta konflrm_a5| pada pihak yang berwenang,
memastikan bukan hanya desas-desus.
Seluruh narasumber memiliki kredibilitas
1 Menguji untuk mengomentari sesuai dengan
Informasi kapasitasnya.
Dilakukan uji silang informasi atau
Klarifikasi atau Uji pernyataan antar narasumber. Informasi
Silang Pernyataan terkait pemberhentian  pembahasan
& Informasi Antar raperda oleh DPRD DKI Jakarta
Narasumber yang diujikan kepada Ahok selaku Pemprov
Berkaitan DKI Jakarta.
Kategori dua sisi. Terdapat pandangan
dari dua pihak DPRD Jakarta dan pihak
_ Pemprov DKI Jakarta.
_ Source Bias Pro terhadap penghentian pembahasan
2 Keberlm_bangan Representasi Pro- raperda : 3 paragraf
' Berita Kontra Kontra terhadap penghentian
pembahasan raperda : 2 paragraf.
Tidak DPRD me_nyerahkan kelanjutan proyek
mencampur kontroversial  tersebut ke  tangan
3 | adukkan fakta Gubernur DKI Jakarta (paragraf 1)
dan opini yang
menghakimi
Menghormati -
4. asas praduga

tak bersalah
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Coding Sheet 6

Menteri Agraria Minta Jual Beli Reklamasi Dihentikan
Edisi : 12 April 2016

No | Unit Analisis | Sub-Unit Analisis Temuan Peneliti
e 5 parasumber: Menteri Agraria & Tata
Ruang  (Ferry Mursyidan Baldan),
Pengamat Tata Kota dari Universitas
Verifikasi Trisakti (Nir_wono), Kuasa Hukum PT
Terhadap Fakta Muara Wisesa  Samudera  (lbnu
Akhyat), Pemprov DKI Jakarta (Ahok).
e Menggunakan narasumber yang
. Menguiji kredibel di bidangnya.
Informasi —
e Memuat pendapat dari pihak yang
Klarifikasi atau Uji saling be_rseberangar_] pandangan:
Silang Pernyataan N_amun, perihal yang diungkapkan _darl
& Informasi Antar p'ha.‘k yang pro. dan kc_)ntra t'qu
ekuivalen atau tidak saling terkait.
Narasumber yang Klarifikasi tidak lenakao dan tidak
B larifikasi tidak lengkap dan tida
linier.
Kategori dua sisi. Menampilkan dua sisi
antara pro dan kontra kelanjutan proyek
Keberimbangan Source Bi_as reklamasi. _ _
2. . Representasi Pro- Kontra kelanjutan reklamasi : 8 paragraf
Berita
Kontra
Pro kelanjutan reklamasi : 7 paragraf
Tidak Tidak terdapat kata atau kalimat kalimat
mencampur bersifat opini dalam berita diatas.
3. | adukkan fakta
dan opini yang
menghakimi
Menghormati -
4. asas praduga

tak bersalah
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Coding Sheet 7
Pengembang dan Ahok Melawan
Edisi : 15 April 2016

No

Unit Analisis

Sub-Unit Analisis

Temuan Peneliti

Menguiji
Informasi

Verifikasi
Terhadap Fakta

3 narasumber: Sekretaris Perusahaan
Agung Podomoro Land (Justini Ornas),
Pemprov DKI (Ahok), Pengamat Tata
Ruang Universitas Trisakti  (Yayat
Supriyatna).

Informasi yang didapat berdasarkan
konfirmasi pada pihak yang
bersangkutan dan berwenang, guna
memastikan kebenaran jika proses
reklamasi masih berlanjut. Seluruh
narasumber memiliki kredibilitas untuk
mengomentari sesuai dengan
kapasitasnya. Baik Justini  Ornas
mewakili Perusahaan Agung Podomoro
Land, Ahok sebagai Pemda DKI, dan
Yayat Supriyatna sebagai pengamat tata
ruang.

Klarifikasi atau Uji
Silang Pernyataan
& Informasi Antar
Narasumber yang
Berkaitan

Tidak melakukan uji silang informasi
kepada pihak DPR, akankah pihak DPR
dan Pemerintah Pusat menindaklanjuti
pemberhentian reklamasi  dengan
membuat UU?

Keberimbangan
Berita

Source Bias
Representasi Pro-
Kontra

10

Kategori satu sisi. Hanya menampilkan
pandangan dominan pro terhadap
kelanjutan reklamasi.

Pro terhadap kelanjutan reklamasi : 10
paragraf

Tidak dimunculkan narasumber dari
pihak kontra reklamasi . Yakni
bagaimana DPR atau Menteri KKP
menanggapi tindak lanjut dari hasil rapat
kerja. DPR bersama Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

0

Tidak
mencampur
adukkan fakta
dan opini yang
menghakimi

Pengembang dan Ahok Melawan
(judul)

Menghormati
asas praduga
tak bersalah
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Coding Sheet 8
Ahok Bantah Terima Uang Aguan
Edisi : 15 April 2016

No | Unit Analisis | Sub-Unit Analisis Temuan Peneliti
e 2 narasumber:  Gubernur  DKI
Jakarta(Basuki  Tjahaja  Purnama),
Verifikasi Pengamat Politik (J. Kristiadi).
Terhadap Fakta e Informasi dari narasumber yang
kredibel dan sesuai dengan topik
pembahasan berita
e Informasi yang didapat berdasarkan
1 Menguji konfirmasi pada pihak yang berkaitan
Informasi dan  tertuduh  secara  langsung,
Klarifikasi atau Uji memastikan bahwa berita yang dibuat
Silang Pernyataan bukan hanya desas-desus. Berita diatas
& Informasi Antar merupakan konfirmasi kepada Ahok
Narasumber yang yang dituduh menerima aliran uang
Berkaitan Aguan. Seluruh narasumber memiliki
kredibilitas untuk mengomentari sesuai
dengan kapasitasnya.
Representasi Pro- Hanya terdapat pendapat Ahok sebagai
Kontra dan Porsi pihak yang kontra atas tudingan dirinya
5 Keberimbangan | Pro Kontra yang menerima aliran uang dari Aguan. Tidak
' Berita Sama Dalam terdapat pendapat pro jika Ahok Terima
Pemberitaan Uang Aguan.
Tidak Sebab, Sunny kerap menjadi
mencampur penghubungnya dengan  pengusaha.
3. | adukkan fakta (paragraf 5)
dan opini yang
menghakimi
Menghormati -
4. asas praduga

tak bersalah




CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Try Kurnia Sari Haryaningrum

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 24 Mei 1995

Alamat Asal . JI. W. Monginsidi No. 52 Nganjuk - Jatim
Alamat Tinggal . JI. Ori 1 No. 7A Papringan, Depok - Sleman
Email : kurniaharyaningrum38@gmail.com

No. HP : 085748149877

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang Nama Sekolah Tahun
TK TK Pertiwi Payaman 2001
SD SD Negeri Payaman 1 2001-2007
SMP SMP Negeri 3 Nganjuk 2007-2010
SLTA SMK Negeri 1 Nganjuk 2010-2013
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-2017

C. Pengalaman Organisasi
v" Lembaga Pers Mahasiswa ARENA (Sie PSDM)
v TPA Al-Hidayah Papringan (Pengajar dan Bendahara 1)

D. Pengalaman Pekerjaan
v" Wartawan / kontributor pusat informasi difabel www.solider.or.id
Tentor privat baca tulis ABC
Tentor privat baca tulis Al-Qur'an dan Tajwid
Tentor privat Bahasa Inggris usia dini
Tentor privat mata pelajaran SD-SMP

ASRNENEN

E. Keahlian
v" Desain grafis (Corel Draw dan Photoshop)
v Public Relation
v' Jurnalistik
v’ Broadcasting

Yogyakarta, 4 Maret 2017
Yang Bersangkutan,

Try Kurnia Sari Haryaningrum
NIM. 13210100
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